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KEDINAMISAN HUKUM ISLAM DALAM WARISAN SUKU SASAK  SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM WARIS 
DI INDONESIA


A. Latar Belakang Masalah
Pentingnya hukum kewarisan dalam Islam tidak dapat dipandang enteng. Al-Qur'an secara jelas dan terperinci mengatur masalah ini, mencerminkan realitas bahwa kewarisan merupakan pengalaman yang tak terhindarkan bagi setiap individu. Kewarisan memiliki dampak langsung pada penanganan harta benda, dan ketiadaan ketentuan yang jelas dapat dengan mudah memicu konflik di antara ahli waris.[footnoteRef:1]Setiap kali terjadi kematian, muncul pertanyaan mendesak mengenai bagaimana harta peninggalan seseorang seharusnya diatur, kepada siapa harta itu seharusnya dipindahkan, dan prosedur hukum apa yang harus diikuti. Hukum kewarisan memberikan kerangka kerja yang tegas dan mendetail untuk menangani peristiwa ini. [1:  Eric Eric, “Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau,” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni 3, no. 1 (2019): 61, https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3532.] 

Dalam konteks ini, hukum waris bukan hanya sekadar peraturan, tetapi sebuah panduan yang mengarahkan pelaksanaan pembagian harta secara adil dan sesuai dengan ketentuan agama. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan hukum kewarisan dalam Islam menjadi sangat penting untuk mencegah potensi sengketa di antara ahli waris. Dengan memiliki pedoman yang jelas, masyarakat dapat mengelola proses warisan dengan lebih baik, meminimalkan konflik, dan memastikan bahwa pembagian harta dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.
Sejak turunnya ayat-ayat Al-Quran yang mengatur masalah warisan, terjadi perubahan signifikan dalam memberikan hak kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan Islam. Ayat-ayat tersebut memberikan landasan hukum yang jelas dan rinci mengenai bagaimana harta peninggalan seharusnya dibagi di antara ahli waris. Sebagai contoh, Al-Quran menetapkan bagian-bagian tertentu untuk setiap ahli waris, seperti bagi anak-anak, suami, istri, orang tua, dan lainnya. Di antara ayat al-qur’an yang mengatur tentang waris ini, antara lain: surah an-nisā’ ayat  7  yang berbunyi :
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا
Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.[footnoteRef:2] [2:  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 78] 

Dan surah an-nisā’ ayat  11 yang berbunyi :
 يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
		Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[footnoteRef:3] [3:  Departemen Agama RI, Al-Qur’an…, h. 78] 

	Surah an-nisā’ ayat 7 di atas menjelaskan bahwa seseorang berhak mendapatkan harta peninggalan atau warisan dari orang tuanya atau kerabatnya yang meninggal dunia, baik ia laki-laki atau perempuan. Kerabat yang dimaksud di sini adalah kerabat atau keluarga yang masuk kategori ahli waris dan tidak ada halangan untuk mendapatkan harta warisan. Ayat yang kedua merinci tentang bagian tertentu dari harta  yang merupakan hak ahli waris, dan dalam kondisi bagaimana ia mendapatkan bagian tertentu tersebut.
	Dari ayat di atas sebenarnya sudah sangat jelas acuan dalam pembagian harta warisan apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta. Bagian anak laki-laki dua bagian anak  perempuan. Jika yang meninggal hanya meninggalkan anak perempuan dua orang atau lebih, maka bagi mereka dua pertiga dari harta peninggalan. Jika anak perempuan  itu sendiri, maka bagiannya setengah dari harta. Bagian orang tua yang meninggal juga diberikan yaitu masing-masing ayah ibu mendapat seperenam dari peninggalan jika yang meninggal meninggalkan anak. Jika tidak mempunyai anak, bapak mengambil sisa harta, sementara ibu mendapat sepertiga bagian harta, atau seperenam bagian jika bersama saudara perempuan orang yang meninggal. Dengan demikian seharusnya tidak ada lagi keraguan tentang bagian-bagian ahli waris di dalam Islam, karena sumber asli dasar hukumnya langsung dari Al-Qur’an.
		Seorang anak lak-laki apabila ia sendirian, maka ia menerima seluruh harta. Seorang anak perempuan apabila ia sendirian, maka ia memperoleh separuh harta. Dan apabila anak-anak perempuan itu berjumlah tiga orang atau lebih, maka mereka menerima dua pertiga. Tentang bagian dua anak perempuan, jumhur fuqaha berpendapat bahwa keduanya bersama-sama menerima duapertiga.[footnoteRef:4] [4: Ibnu Rusyd,  Bidāyatul Mujtahīd, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah,  (Semarang: As-Syifā, 1990), h. 465] 

		Hadis tentang bagian warisan bagi ahli waris  antara lain tentang bagian anak laki-laki dua bagian anak perempuan dan bagian seorang anak perempuan antara lain:
       Hadis Bukhari :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ[footnoteRef:5] [5:  Abī Abdillah Muhammad bin Ismāīl  Al-Bukhārī, Shohīh Bukhārī, Juz 2, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t), h. 1073] 


Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yūsuf dari Warqo' dari Ibnu Abī Najih dari 'Atha' dari Ibnu 'Abbās radliallāhu 'anhumā berkata; Dahulu harta warisan menjadi milik anak sedangkan wasiat hak kedua orangtua. Kemudian Allah menghapus ketentuan ini dengan yang lebih disenangi-Nya. Maka Allah subhanahu wata'ala menjadikan bagian warisan anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan dan untuk kedua orangtua masing-masing mendapat seperenam sedangkan untuk isttri seperdelapan atau seperempat sedangkan suami mendapat setengah atau seperempat.
 
Sebagaimana dijelaskan juga dalam Hadis riwayat Tarmizī :  

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ فِي بَنِي سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ أَقْسِمُ مَالِي بَيْنَ وَلَدِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا فَنَزَلَتْ { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } الْآيَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ[footnoteRef:6] [6:  Abī ‘Īsa Muhammad Bin ‘Īsa Ibn Saurah Al-Tarmiżī, Sunan At-Turmużī, Juz 3  (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t), h. 282] 

Telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid; telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Sa'd; telah mengabarkan kepada kami 'Amrū bin Abī Qais dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jābir bin 'Abdīllah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menjengukku sementara saat itu aku sedang menderita sakit di Bani Salamah. Kemudian aku pun berkata, "Wahai Nabiyullah, bagaimanakah aku membagi hartaku di antara anak-anakku." Namun beliau tidak memberikan jawaban apa-apa, maka turunlah ayat, "Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian mengenai (pembagian hartamu) terhadap anak-anakmu. Yaitu untuk bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan." Abū ‘Īsa berkata; Hadits ini adalah hadits hasan shahih. Syu'bah dan Ibnu 'Uyainah serta yang lain telah meriwayatkannya dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jābir.
        	Hadis  Tarmizi :  
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ الِابْنَةِ وَابْنَةِ الِابْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَا بَقِيَ وَقَالَا لَهُ انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنْ أَقْضِي فِيهِمَا كَمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ الْكُوفِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ[footnoteRef:7] [7:  Abī ‘Īsa Muhammad Bin ‘Īsa Ibn Saurah Al-Tarmiżī, Sunan At-Tarmiżī…,   h. 280] 

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin 'Arafah; telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Hārūn dari Sufyan Ats Tsauri dari Abū Qais Al Audi dari Huzail bin Syurahbil dia berkata; Seorang laki-laki mendatangi Abū Mūsā dan Salman bin Rabi'ah dan bertanya kepada keduanya mengenai bagian anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki saudara perempuan dari bapak dan dari ibu. Maka ia pun menjawab, "Untuk anak perempuan adalah setengah. Untuk saudara perempuan dari jalur bapak dan ibu adalah apa yang tersisa." Setelah itu, keduanya pun berkata pada laki-laki itu, "Pergilah kamu untuk menemui Abdullah dan bertanyalah padanya, sebab dia akan mengikuti kami." Lalu laki-laki itu pun pergi menemui Abdullah dan menuturkan hal itu padanya dan mengabarkan apa telah dikatakan keduanya. Maka Abdullah berkata, "Sungguh, kalau begitu aku telah tersesat dan bukanlah aku termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan hidayah. Namun, aku akan memutuskan pada keduanya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, yaitu; Untuk anak perempuan setengah, sedangkan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam untuk menyempurnakan dua pertiga. Dan untuk saudara perempuan adalah sisa." Abū ‘Īsa berkata; Ini adalah hadits Hadits Hasan Shahīh. Abū Qais Al Audi namanya adalah Abdurrahman bin Tsarwan Al Kufi. Dan Syu'bah telah meriwayatkannya dari Abū Qais.

Walaupun hukum Islam menetapkan bahwa bagian waris kaum laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada kaum wanita, tetapi pada kenyataannya, Islam memberikan rahmat dan keutamaan kepada kaum wanita dengan memberikan hak waris yang melebihi gambaran sederhana tersebut. Terlihat dengan jelas bahwa kaum wanita sebenarnya merasakan kenikmatan yang lebih besar dan memiliki keuntungan dibandingkan kaum laki-laki.
Kaum wanita memperoleh hak waris setara dengan kaum laki-laki, menunjukkan penghargaan Islam terhadap posisi mereka.[footnoteRef:8] Keunikan ini terlihat dari fakta bahwa, meskipun diberikan hak waris yang sama, kaum wanita tidak terbebani oleh kewajiban menanggung nafkah keluarga. Artinya, mereka memiliki hak untuk menerima bagian waris, namun tidak diwajibkan untuk menyumbang secara finansial dalam tanggung jawab nafkah keluarga. [8:  Erha Saufan Hadana, “Konsep Pembagian Waris Yang Berkeadilan Gender Melalui Qiraah Mubadalah,” Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam Vol. 3 No. 1 Tahun 2023 Https://Ejournal.Unida-Aceh.Ac.Id/Inde 2, no. 2 (2022): 34–46.] 

Dengan demikian, hak waris bagi kaum wanita dalam Islam dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan terhadap peran mereka dalam masyarakat. Meskipun ada perbedaan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, hal ini tidak menunjukkan ketidaksetaraan atau ketidakadilan. Sebaliknya, Islam memandang hak waris sebagai bentuk pemberdayaan dan perlindungan terhadap kaum wanita, memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-hak mereka tanpa beban tambahan.
Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat setempat.[footnoteRef:9] Prinsip-prinsip ini dapat mencakup patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (alternerend), matrilineal, dan bilateral (meskipun sulit untuk menentukan di mana prinsip ini berlaku di Indonesia). Terdapat juga prinsip unilateral berganda atau dubbel-unilateral. Pengaruh utama dari prinsip garis keturunan ini terlihat dalam penentuan ahli waris dan pembagian harta peninggalan, termasuk yang bersifat materiel maupun immaterial. [9:  Moh Zahid, “Perpaduan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Upaya Merumuskan Hukum Islam Berkepribadian Indonesia),” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 1, no. 1 (September 2019): 57–68, https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i1.2552.] 

Masyarakat Dusun Sade di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, memiliki pendekatan khas dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait harta pewaris dengan anggota keluarganya. Meskipun mayoritas penduduk Dusun Sade menganut agama Islam, mereka tetap mematuhi hukum adat Sasak tradisional dan menaati garis keturunan yang berbasis pada pihak laki-laki, mengadopsi sistem patrilineal.
Dalam konteks Hukum Adat Sasak di Dusun Sade, terdapat perbedaan dalam jenis warisan yang diterima oleh anak perempuan dan laki-laki. Anak laki-laki menerima warisan berupa sumber daya seperti tanah, rumah, sawah, dan ternak. Sementara itu, anak perempuan menerima warisan berupa harta benda yang tersimpan di dalam rumah, seperti perabotan, perhiasan, pernak-pernik, dan barang lainnya.
Pendekatan ini mencerminkan keberlanjutan dan kepatuhan masyarakat Dusun Sade terhadap tradisi hukum adat Sasak, meskipun mereka memeluk agama Islam. Prinsip patrilineal masih dijunjung tinggi dalam penentuan hak waris, menciptakan perbedaan dalam bentuk dan jenis harta yang diwariskan kepada anak perempuan dan laki-laki.
Di dusun ini, sistem pembagian warisan yang menitikberatkan pada sumber daya menguntungkan anak laki-laki, khususnya anak laki-laki terakhir atau yang merupakan bungsu. Khususnya, anak laki-laki terakhir dianggap mendapatkan bagian yang lebih besar karena berhak mewarisi tanah dan rumah orangtuanya. Di sisi lain, saudara laki-laki lainnya hanya menerima warisan berupa sawah atau peternakan yang dimiliki orangtua mereka, dan diwajibkan meninggalkan rumah orangtua ketika menikah.
Sistem pembagian warisan ini berlaku secara adat, termasuk bagi keluarga yang hanya memiliki anak perempuan. Anak perempuan hanya menerima warisan berupa perabotan dan perhiasan, tanpa mendapatkan bagian dari tanah atau sawah keluarga. Jika keluarga memiliki tanah dan sawah, hak waris tersebut diberikan kepada misan atau sepupu laki-laki dari pihak bapak, termasuk rumah dan tanah tempat tinggal keluarga.
Pendekatan ini didasarkan pada sistem patrilineal yang dianut oleh masyarakat Dusun Sade. Mereka memandang bahwa anak perempuan yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Jika terjadi perceraian, rumah yang diwarisi oleh anak perempuan harus dikembalikan kepadanya. Dalam konteks ini, seringkali timbul konflik terkait pembagian warisan antara anak perempuan dan sepupunya. Dari fenomena dan di atas, kiranya sangat perlu untuk diangkat, dikaji secara konfrehensif.

B. Rumusan Masalah
	Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana sistem tanggungjawab dan hak anggota keluarga dalam sistem kewarisan suku sasak? 
2. [bookmark: _Hlk172372429]Bagaimana Kedinamisan Hukum Islam Dalam Warisan Suku Sasak  Serta Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Waris Di Indonesia?



C. Tujuan Penelitian
		Dengan penelitian ini dapat diketahui secara jelas dan mendalam antara lain:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem tanggungjawab dan hak anggota keluarga dalam sistem kewarisan suku sasak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis adat pembagian warisan suku sasak serta implikasinya terhadap pembaruan hukum waris di  Indonesia

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
			Kajian-kajian sebelumnya menjadi suatu kebutuhan penting untuk menyediakan informasi terkait penelitian atau karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan, yakni permasalahan waris. Dalam upaya menghindari dugaan plagiasi dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam objek masalah yang akan diinvestigasi.
1. Hasil penelitian yang ditulis oleh Yasin tentang “Pelaksanaan Hukum Waris Oleh Komunitas Santri Studi di Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan”.[footnoteRef:10] Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketika membagi harta kekayaan, santri desa Selo dan Tarub  menggunakan hibah dan wasiat sebelum pewaris meninggal dunia. Tradisi ini dijadikan sebagai cara  yang paling efektif dalam menjaga keutuhan keluarga dan meminimalisir konflik/sengketa di antara para anggota keluarga. Atas dasar kemaslahatan umat, tokoh agama/kyai pesantren di kedua desa itu membenarkan dan sekaligus melestarikan tradisi tersebut. Mereka pada umumnya lebih cenderung memilih hukum adat, BW, dan kombinasi Islam, bahkan dalam kasus tertentu untuk menyelesaikan masalah mereka, seluruh hukum waris itu diabaikan sama sekali. Salah satunya yaitu  perubahan pembagian harta waris 2:1 menjadi 1:1 mendapat dukungan dari tokoh agama (kyai) tertua di desa Selo dengan berdasar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-tabranī. [10: Yasin, Pelaksanaan Hukum waris oleh Komunitas Santri, Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014] 

2. Penelitian oleh Yaswirman tentang “Hukum Kekeluargaan Adat dan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia Studi dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau”.[footnoteRef:11] Penelitian ini berkesimpulan bahwa perjalanan hukum adat dan hukum Islam dalam kekeluargaan masyarakat Minangkabau sangat dipengaruhi oleh perjalanan politik hukum itu sendiri,  mulai dari masa penjajahan sampai pasca kemerdekaan bahkan pada masa perkembangan terakhir sekarang ini. Hukum Adat dengan dukungan politik hukum yang kuat berada pada posisi yang kuat pula, sementara hukum Islam seakan-akan berjuang di bawah tanah untuk mempertahankan ide-ide demi populasi mayoritas muslim di Indonesia. Sesuai dengan kasus yang diteliti, hal tersebut tidak jauh berbeda dari teori Resepsi yang dibawa oleh Snouck Hurgronje, dimana hukum Islam baru bisa berlaku kalau hukum adat berkenan menerimanya. Meskipun demikian, suara hati masyarakat yang berkembang terus-menerus untuk merujuk hukum Islam untuk masalah hukum kekeluargaan, maka kondisi seperti ini bisa mempengaruhi politik hukum pada masa berikutnya. Hukum adat yang tetap dipertahankan hanyalah hukum adat yang bersifat universal dan respons terhadap perubahan-perubahan. Dengan demikian, kedudukan hukum kekeluargaan Islam dan hukum kekeluargaan adat dalam wilayah Minangkabau, tidak menyatu dengan utuh secara integral dan tidak tidak pula terpisah secara tajam, tetapi saling isi dan melengkapi.  [11: Yaswirman, Hukum Kekeluargaan Adat dan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia, Disertasi Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1997] 

3. Penelitian oleh Ahmad Dasan dengan judul "Hukum Waris Islam dalam Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Bengkulu".[footnoteRef:12] Yang berisikan tentang hukum waris pada suku Melayu Bengkulu, suku Serawai, suku Rejang, suku Lembak, suku Muko-muko, suku Pasemah, suku Kaur, suku Pekal, suku Enggano. Disertasi ini juga berisikan tentang sistem kekerabatan yang dilaksanakan oleh masyarakat suku-suku tersebut di atas. Sistem kewarisan menurut kekerabatan di Bengkulu tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri, mereka semua berhak mewarisi. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, demikian pula bagian suami dengan bagian istri. [12:  Ahmad Dasan, Hukum Waris Islam dalam Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Bengkulu, Disertasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015] 

4. Penelitian oleh Ilham Tohari dengan judul “Keragaman Hukum waris Studi tentang Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim dalam Menyelesaikan Perkara Waris”.[footnoteRef:13] Kesimpulannya adalah bahwa masyarakat muslim Jombang terhadap hukum waris yang berlaku sangat rendah, utamanya hukum waris Islam. Masyarakat Jombang justru memilih hukum waris adat, karena hukum waris adat dilaksanakan secara turun- temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Adapun tradisi masyarakat Jombang yang tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan penulis bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran dan fungsi yang sama dalam keluarga, oleh karena itu anak laki-laki dan perempuan mendapatkan porsi yang sama yaitu 1:1. [13:  Ilham Tohari, Keragaman  Hukum Waris di Jombang Studi Tentang Konstruksi Masyarakat Muslim  dalam Menyelesaikan Perkara Waris, Disertasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, 2013] 

5. Penelitian dalam bentuk Disertasi yang kajiannya tentang budaya local dan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia adalah karya Ahmad Rajafi, dengan judul “Inkulturasi wahyu dan budaya lokal serta implikasinya terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Fokus pembahasan pada disertasi ini adalah tentang transformatif wahyu didalam budaya yang dijalankan umat Islam di Nusantara. Budaya yang ada itu berasal dari akal yang suci bukan hawa nafsu. Maka pada prinsipnya sesuai dengan maksud Allah yang terkandung dalam wahyu.[footnoteRef:14] [14:  Ahmad Rajafi, Inkulturasi Wahyu dan Budaya Lokal serta Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia, Disertasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, 2015] 


E. Kajian Teori
Hukum Kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur’an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam sunnahnya. Dalam pembahsan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah: asas Ijbari, asas Bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.[footnoteRef:15] [15: Amir Syarifuddin, Opcit, h. 16.] 

a. Asas Ijbari
Dalam Hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meinggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara ijbari. Kata Ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Pengertian “wali mujbir”dalam terminologi fikih munakahat (perkawinan) mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya diluarkehendak anak gadisnya itu dan tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu.[footnoteRef:16] Begitu juga kata jabari dalam terminologi ilmu kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam Jabariyah.[footnoteRef:17] [16: Sayid Sabiq,Fiqh al-Sunnah,(Beirut :  Dar al kutub, 1973), h. 131.]  [17: Hukum Nasution, Teologi Islam,(Jakarta : Yayasan penerbit Universitas Indonesia, 1974), h. 31.] 

Adanya unsur ijbari dalam sistem kewarisan islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris,karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris.kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri. Dalam BW diberikan kemungkinan untuk tidak menerima hak kewarisan,karena menerima akan membawa akibat menanggung risiko untuk melunasi utang pewaris.[footnoteRef:18] [18: Subekti, Ibid, h. 84-85] 

Unsur ijbari dari segi peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya,bukan dialihkan siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta” bukan ”pengalihan harta,” karena pada peralihan harta berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada’pengalihan’tampak usaha seseorang.[footnoteRef:19] Dari kata nashib itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak,telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjajikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.[footnoteRef:20] [19: Mohammad Daud Ali, Op.Cit, h. 128.]  [20: Amir Syarifuddin, Ibid, h. 19.] 

Bentuk ijbari dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah di tentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu. Adanya unsur ijbari dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata “mafrudah”yang secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan.[footnoteRef:21]Kata-kata tersebut dalam terminologi Ilmu fiqih berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ialah: “sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa. Adanya unsur ijbari dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana di sebutkan Allah dalam ayat-ayat11,12,dan 176 surah al-Nisa.[footnoteRef:22] [21: Mohammad Daud Ali, Op.Cit, h. 142]  [22: Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, Th, 2005, Cet 2), h.17] 

b. Asas Bilateral
Membicarakan asas ini berati berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu dikalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturuna  laiki-laki dan pihak kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surah al-Nisa (4):7,11,12, dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu.[footnoteRef:23] [23: Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 19] 

c. Asas Individual
Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwaharta warisandapat di bagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan.[footnoteRef:24] Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban yang di dalam Ushul Fikih disebut ”ahliyat al-wujub.” Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.[footnoteRef:25],Dari perimbangan yang dinyatakan itu akan jelas pula bagian masing-masing ahli waris.[footnoteRef:26] [24: Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam,h. 21]  [25:  Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), h. 5]  [26:  Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia] 

Memang dalam beberapa bentuk terlihat bagian secara kelompok atau bersama seperti anak laki-laki bersama dengan anak perempuan dalam ayat 11 surat al-Nisa,’saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176 : dua orang anak perempuan mendapat dua pertiga dalam ayat 11 dan dua saudara perempuan mendapat dua pertiga dalam ayat 176 saudara-saudara yang berserikat dalam mendapatkan sepertiga harta bila pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung dalam 12 surah al-Nisa. Namun bentuk kolektif ini hanya untuk sementara yaitu sebelum terjadi pembagian yang bersifat individual diantara mereka. Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat diakhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang di nyatakan Allah dalam surah al-Nisa’ayat 13 dan 14. Bila telah terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka untuk seterusnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut.Walaupun dibalik kebebasan menggunakan harta tersebut terdapat ketentuan lain yang dalam kaidah Uṣul Fikih disebut ahliyat al-ada.[footnoteRef:27] [27:  Abu Zahrah,Ushul Fikih, (Beirut : Dar al-fikr al-a’rabi), h. 319] 

Di antara ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya (seperti belum dewasa), maka harta warisan yang diperolehnya berada dibawah kuasa walinya dan dapat dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari anak tersebut. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah al-Nisa’(4):5 yang menyatakan tidak boleh nya menyerahkan harta kepada safih, yaitu orang yang dalam ayat ini berarti “belum dewasa.” Dalam memperhatikan bahwa pada satu sisi setiap ahli waris berhak secara penuh atas harta yang di warisinya dan di sisi lain terdapat ahli waris yang tidak berhak menggunakan hartanya sebelum ia dewasa maka ahli waris yang telah dewasa dapat saja tidak memberikan harta warisan secara individual kepada ahli waris yang belum dewasa itu. Dalam kasus seperti ini, saudara tertua di antara beberapa orang yang bersaudara (yang belum dewasa) dapat menguasai sendiri harta bersama ibu untuk sementara.Walaupun demikiansift individualnya harus tetap di perhatikan dengan mengadakan perhitungan terhadap bagian masing-masing ahli waris memelihara harta orang yang belum pantas mengelola hartanya, kemudian mengembalikan harta itu saat yang berhak telah cakap menggunakannya.[footnoteRef:28] [28: Tidak ada pihak yang dirugikandengan cara tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam surah al- Nisa ayat 2.] 

d. Asas Keadilan Berimbang 	
Kata ‘adil’ merupakan kata bahasa indonesia yang berasal dari kata al-‘adluالعدل) ). Di dalam al-Qur’an kata al-‘adlu atau turunannya disebutkan lebih dari 28 kali.Sebagian diantara nya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita.Kata al-‘adlu itu di kemukakan dalam konteks yang  berbeda dan arah yang berbeda pulasehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan:keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang di peroleh dengan keperluan dan kegunaan. 
Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria ataupun wanita  mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat7yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12,176 surah al-Nisa secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat11),suami dan istri (ayat12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).[footnoteRef:29] [29: Mohammad Daud Ali, Op.Cit, h. 143. Amir Syarifuddin, Opcit,h. 24] 

Dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitu setengah banding seperempat bila pewaris tidak ada meninggalkan anak dan seperempat banding seperdelapan bila pewaris ada meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 12 al-Nisa. Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak,memang terdapat ketidaksamaan.Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.[footnoteRef:30] [30: Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam, ( Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2013), h. 113.] 

Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas,maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan pria sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita.Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan,namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada wanita dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab.Inilah keadilandalam konsep Islam.
Walaupun kerabat garis keatas yaitu orang tua dan kerabat garis ke bawah yaitu anak yang sama-sama berhak atas harta Warisan-bahkan dalam surah al-Nisa:11, Allah menyatakan bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang sama,namun terdapat perbedaan dalam jumlah warisan yang diterimanya.Anak mendapat bagian rata-rata lebih besar dibandingkan dengan apa yang diterima orang tua.Adanya perbedaan ini dapat dikaji dari segi hak dan kewajiban,serta tanggung jawab,maka tanggung jawab orang tua anak lebih besar dari pada tanggung jawab anak terhadap orang tua.[footnoteRef:31] [31: Sanusi, Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan, (Yogyakarta: Diva press, 2011) h. 279] 

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kontunuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris, sehingga jumlah bagian yang di terima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris).
Bila dihubungkan besar keperluan orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak kecil dan dikaitkan pula kepada perolehan yang sama dalam hak kewarisan,maka hasilnya ialah kedua pihak akan mendapatkan kadar manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Keadilan hakiki dalam pandangan Islam yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilanyang merata.[footnoteRef:32] [32: Amir Syarifuddin, Hukum kewarisan Islam,,, h. 27] 

e. Asas Semata Akibat Kematian 
Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia.Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup lebih baik secara langsung,maupun terlaksana setelah dia mati,tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam Hukum perdata atau BW disebut dengan kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan bij testament.Wasiat dalam hukum Islam merupakan lembaga tersendiri terpisah dari hukum kewarisan. Di dalam berbagai kitab Fikih wasiat dibahas tersendiiri dan termasuk dalam lingkup Fikih muamalat dalam BW wasiat termasuk salah satu cara dalam pewarisan.[footnoteRef:33] [33: Subekti,Op. Cit, h.78] 

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari yang disebutkan sebelumnya. Pada hakikatnya, seseorang yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalaupun ada,maka pengaturan untuk tujuan setelah penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah kewarisan.Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata-kata”waratsa” (ورث) yang banyak terdapat dalam al-Qur’an. Kata waratsa ditemukan beberapa kali digunakan dalam ayat-ayat kewarisan. Dari keseluruhan pemakaian kata itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Makna terakhir ini akan lebih jelas bila semua kata-kata waratsa yang terdapat dalam ayat–ayat kewarisan dianalisa dan dihubungkan dengan kata waratsa yang terdapat di luar ayat-ayat kewarisan-kata ini cukupbanyak dipergunakan dalam al-Qur’an baik dalam pengertian sebenarnya atau tidak.[footnoteRef:34] [34: Moh, Muhibbin dan Abdul wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Hukum kewarisan di Indonesia, ( Jakarta: Sinar Grafika 2011, Cet 2),  h. 60.] 


F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Sesuai dengan masalah pokok yang menjadi fokus penelitian,  penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan (field research). Adapun  pendekatan  penelitian ini adalah dengan pendekatan analisis kualitatif. Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis adalah dengan metode penelitian historis sosiologis. Dengan demikian,   data-data yang ditemukan sedemikian rupa akan didiskripsikan sesuai dengan kebutuhan penelitian, selanjutnya akan diinterpretasikan dan dianalisis secara kualitatif. 
2. Sumber Data Penelitian
Informan  penelitian ini adalah masyarakat suku sasak, tokoh masyarakat suku sasak, dan pihak akademisi yang mengerti tentang adat kearisan suku sasak. 
3. Teknik Pengumpul Data      	
a. Wawancara, merupakan instrumen pengumpul data utama, untuk mencari tahu secara mendalam bagaimana persepsi masyarakat tentang sistem kewarisan Islam dan bagaimana penerapannya di dalam keluarga. Wawancara juga akan dilakukan untuk memperoleh data seputar tatacara pembagian harta warisan di kalangan masyarakat suku sasak. Dalam hal ini teknik wawancara yang akan digunakan adalah wawancara mendalam (indepth-interview) yang akan dilakukan kepada sumber data dari  masyarakat suku sasak, ketua-ketua adat dan tokoh masyarakat suku sasak dan pihak akademisi.
b. Dokumentasi, dijadikan sebagai instrumen pengumpul data karena data-data yang bersumberkan dari dokumentasi di lembaga adat suku sasak dibutuhkan untuk menjawab masalah pokok penelitian, Terlebih lagi,  sebagaimana diungkap Dedi Mulyana dalam penelitian kualitatif, analisis dokumen merupakan analisis yang dapat melengkapi pengamatan terlibat (participant-observation)  dan wawancara mendalam (indepth-interview).[footnoteRef:35] Dalam hal ini data-data dokumentatif akan diupayakan diambil  dari dokumentasi tentang penyelesaian permasalahan waris, dan mudah-mudahan terdokumentasi dengan baik.  [35:  Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), h. 195] 

4. Teknik  Pengolahan dan Analisis Data
Sesuai dengan masalah pokok yang akan menjadi fokus penelitian, dalam penelitian ini data-data yang ditemukan akan diolah dengan menggunakan paradigma dan teknik penelitian kualitatif.   Untuk mengetahui bagaimana adaptabilitas hukum Islam dalam pelaksanaan sistem kewarisan masyarakat suku sasak yang diambilkan dari  hasil wawancara mendalam terhadap responden penelitian dan akan diklasifikasikan, diinterpretasikan dan dianalisis lebih lanjut secara kualitatif. 
	Adapun untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua, datanya juga akan dianalisa dengan teori-teori ‘urf. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, diperlukan analisa yang mendalam dengan berbagai argumentasi yang dapat menguatkannya. Data-data yang diperolah selanjutnya diseleksi, diidentifikasi, dikatagorisasi, diinterpretasi dan dianalisis lebih lanjut secara kualitatif.  Temuan penelitian selanjutnya akan dipaparkan secara naratif-diskriptif sesuai dengan konteks dan fokus  masalah penelitian. 
G. Rencana pembahasan 
Sistematika penulisan ini dibagi kepada tujuh  bab, yaitu :
Bab pertama, pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka pikir, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab kedua, hukum waris Islam dan hukum waris Indonesia, yang berisikan hukum waris Islam dan hukum waris adat.
Bab ketiga, Biografi Masyarakat Suku Sasak Di Lombok, yang berisikan tentang Sejarah dan Asal Usul Suku sasak, teosi asal usul suku sasa, Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Budaya Suku Sasak.
Bab keempat, analisis data terhadap kewarisan masyarakat suku sasak dalam perspektif teori-teori hukum Islam dan relevansinya dengan pembaruan hukum di Indonesia. Kewarisan masyarakat suku sasak dalam pandangan teori-teori ‘urf pada hukum Islam, relevansi kewarisan suku sasak terhadap pembaruan hukum waris nasional di Indonesia dan relevansi kewarisan suku sasak terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia.
Bab kelima, penutup berisikan kesimpulan dan saran.











H. Waktu pelaksanaan penelitian 
Lokasi penelitian di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah. 
Tabel 3. Waktu Pelaksanaan Penelitian 2024
	No
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	Apr
	Mei
	Jun
	Jul
	Ags
	Sep
	Okt
	Nov

	1
	Penulisan proposal
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Seminar proposal 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Revisi proposal
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Administratif penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Pencarian data
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Pengolahan data
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Penulisan buku
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Penulisan artikel jurnal
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Submit artikel ke jurnal
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Penerbitan buku
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Laporan penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	


I. Anggaran Penelitian
	NO
	URAIAN
	VOL
	HARGA SATUAN
	JUMLAH

	



1
	Belanja Bahan
	

	
	Konsumsi
	1 Paket
	1,000,000
	1,000,000

	
	ATK
	1 Paket
	2,000,000
	2,000,000

	
	Jilid dan Penggandaan Pelaporan
	1 Paket
	1,000,000
	1,000,000

	
	Spanduk FGD
	1 Kgt
	500,000
	500,000

	
	Buku Referensi
	1 Paket
	
	1,500,000

	


2
	Belanja Jasa Profesi
	
	
	

	
	Honor Narasumber  FGD
	14 Jpl
	900,000
	12,600,000

	
	Moderator FGD
	1 Kgt
	1,000,000
	1,000,000

	
	Penterjemah Artikel Publikasi Jurnal
	1 Paket
	
	8,000,000

	


3
	dalam Kota
	
	
	

	
	Transportasi Narasumber FGD
	1 Paket
	5,000,000
	5,000,000

	
	Transportasi Lokal Peneliti
	1 Paket
	6,000,000
	6,000,000

	
	Editing Hasil Penelitian
	1 Paket
	
	10,900,000

	4
	Pelaporan
	1 Paket
	
	500,000

	
	Jumlah
	50,000,000


BAB II
HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS INDONESIA

A. HUKUM WARIS ISLAM
1. Pengertian dan Landasan Hukum Waris Islam
Dalam hukum Islam, konsep waris merujuk kepada orang-orang yang memiliki hak untuk mewarisi harta milik seseorang yang meninggal (pewaris). Hukum waris dalam Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan tujuan untuk memastikan distribusi harta yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Definisi waris dalam hukum Islam merujuk kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerima bagian dari harta milik seseorang yang telah meninggal dunia, yang disebut pewaris. Pewaris ini diberi hak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip hukum Islam.
Secara etimologis, kata "waris" berasal dari bahasa Arab "وَارِث" (waaris) yang memiliki akar kata dari kata kerja "وَرَثَ" (waraṯa) yang artinya "mewarisi" atau "menerima warisan".[footnoteRef:36] Secara umum, dalam bahasa Arab dan kemudian dalam bahasa-bahasa lain yang meminjam kata ini, "waris" merujuk kepada seseorang yang menerima atau berhak menerima bagian dari harta atau milik seseorang yang telah meninggal dunia.[footnoteRef:37] Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk kepada "waris" adalah "faraid". Kata "faraid" berasal dari bahasa Arab "فرائض" yang berarti kewajiban atau sesuatu yang ditetapkan.[footnoteRef:38] Di berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, kata "waris" digunakan untuk menggambarkan seseorang yang menerima harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia.[footnoteRef:39] Kata ini memiliki konotasi positif dalam konteks hukum dan sosial, karena menunjukkan hak dan keberlanjutan keluarga atau keturunan. [36:  Muhammad ( Said, “)ةيوغل ةيهقف ةسارد( ىثنألاو ركذلا ثاريم لوح ليطابأ,” رطق ةعماج ،ةمكحم ةيملع 133, no. 2 (2019): 49–72.]  [37:  Ali ash-Shabuni Muhammad, Hukum Waris Menurut Al-Qur’an Dan Hadis, cet 1 (Bandung, Jawa Barat, Indonesia: PT Triganda Kary, 2005).]  [38:  Siti Amina, “Hukum Kewarisan Islam,” Nusantara Journal of Islamic Studies, 2021, https://doi.org/10.54471/njis.2021.2.2.80-90.]  [39:  Fitria Agustin, Hasuri Hasuri, and Najmudin Najmudin, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Di Indonesia,” Mizan: Journal of Islamic Law, 2022, https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1211.] 

Secara terminologi, waris adalah proses pemindahan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan syariat Islam.[footnoteRef:40] Waris mengatur pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya berdasarkan hubungan kekerabatan, pernikahan, atau adanya hubungan budak dan majikan yang dibenarkan oleh syariat. Abu Zahrah mendefinisikan waris sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak milik dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.[footnoteRef:41] Menurutnya, waris adalah salah satu cabang dari ilmu fiqih yang menjelaskan aturan pembagian harta peninggalan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis. [40:  Muhammad Alwin Abdillah and M. Anzaikhan, “Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam,” Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 9, no. 1 (2022): 285–305, https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134.]  [41:  Sekar Wiji Rahayu Nisa P. Basti, Sanggup L Agustian, “HUKUM WARIS DAN KEBUTUHAN BISNIS DALAM WARIS,” Jurnal Aktual Justice 6, no. 2 (2021): 211–29.] 

Menurut Wahbah Zuhaili, waris adalah hukum yang berkaitan dengan pengalihan hak kepemilikan dari seorang mayit kepada ahli waris yang masih hidup, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam.[footnoteRef:42] Beliau menjelaskan bahwa hukum waris adalah bagian dari fiqih muamalah yang mengatur hubungan antara manusia dalam hal pemilikan harta setelah kematian. Sayyid Sabiq dalam kitabnya "Fiqih Sunnah" menjelaskan bahwa waris adalah hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang berhak menurut ketentuan syariat Islam.[footnoteRef:43] Pembagian ini dilakukan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. [42:  Sari Pusvita, “Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan,” Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam 1, no. 2 (2018): 31, https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338.]  [43:  Ainun Mardiah, “Hak Waris Bagi Istri Yang Ditalak Bain Oleh Suami Yang Sedang Sekarat Perspektif Mazhab Maliki Dan Syafi’I,” Al-Qadha 5, no. 2 (2018): 39–48, https://doi.org/10.32505/qadha.v5i2.1276.] 

Munawir Sjadzali menyatakan bahwa waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta benda dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang berhak, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris serta menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.[footnoteRef:44] Secara keseluruhan, konsep waris dalam Islam adalah mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta peninggalan, sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. [44:  Muchammad Hammad, “Waris Dan Wasiat Dalam Hukum Islam,” Jurnal At-Tahdzib 1 (2014): 46–59.] 

Adapun firman Allah mengenai kewarisan Islam sebagai berikut:
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa: 7)[footnoteRef:45]  [45:  Departemen Agama, Alquran Terjemah, (Bandung: Hilal, 2011), h. 77.] 

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. 4: 11)[footnoteRef:46] [46:  Departemen Agama, Alquran Terjemah, h. 78] 


۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).  (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. An-Nisa: 12)[footnoteRef:47]  [47:  Departemen Agama, Alquran Terjemah, h. 79.] 

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.“(Q.S. 4: 176)[footnoteRef:48] [48:  Departemen Agama, Alquran Terjemah, h. 106.] 


Selain firman Allah, ketentuan kewarisan juga terdapat dalam Sunnah Rasul. Adapun hadis-hadis mengenai kewarisan Islam sebagai berikut:
على الفرائض  أهل بين المال اقسموا م ص الله  رسول قال : قال عبّاس إبن 
 ( رواه مسلم ) الله كتاب
Bagikanlah harta warisan diantara ahli waris menurut Kitabullah. (H.R. Muslim)[footnoteRef:49] [49:  Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris:Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya Msedia Pratama, 2002), Cet. Ke-2, h. 21.] 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat." (Muttafaq Alaihi)[footnoteRef:50]  [50:  Al Hafizh Ibn Hajar Al- Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, terj. Moh. Machfuddin aladip, (Semarang: Toha Putra. 2010), h. 479. ] 



2. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Waris Islam
Hukum waris Islam, atau faraidh, memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan pembagian harta warisan secara adil dan proporsional. 
a. Keadilan dan Kesetaraan
Hukum waris Islam berusaha mencapai keadilan dengan menetapkan bagian yang pasti bagi setiap ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat.[footnoteRef:51] Bagian ahli waris ditentukan oleh hubungan kekerabatan dan kondisi ahli waris. Setiap ahli waris berhak atas bagiannya masing-masing secara adil dan proporsional. Tidak ada diskriminasi dalam pembagian warisan berdasarkan jenis kelamin, agama, atau suku bangsa. Bagian warisan yang diterima oleh setiap ahli waris telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. [51:  Dhea Januastasya Audina, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 2, no. 4 (2022): 148–54, https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602.] 

b. Kepastian Hukum
Aturan hukum waris Islam yang jelas dan terstruktur untuk menghindari perselisihan. Pedoman pembagian warisan yang terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta interpretasinya oleh ulama ternama. Mekanisme penyelesaian sengketa warisan yang terstruktur dan adil. Pembagian harta warisan didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Beberapa ayat dalam Surah An-Nisa (ayat 11, 12, dan 176) memberikan petunjuk yang jelas mengenai bagian-bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris. Sebelum pembagian harta warisan, utang almarhum harus dilunasi terlebih dahulu.[footnoteRef:52] Selain itu, jika ada wasiat yang dibuat oleh almarhum, wasiat tersebut harus dipenuhi hingga sepertiga dari harta peninggalan, setelah utang dilunasi. [52:  Eric, “Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau.”] 

c. Kewajiban Menjaga Silaturahmi
Pembagian warisan hendaknya tidak memutus tali persaudaraan antar keluarga. Saling menghormati dan menghargai hak-hak ahli waris lainnya. Pembagian harta warisan harus dilakukan sedemikian rupa agar tidak merugikan salah satu ahli waris dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam keluarga.[footnoteRef:53] Harta warisan seharusnya mendukung keberlanjutan kesejahteraan keluarga. Ahli waris yang memiliki kedekatan kekerabatan yang lebih dekat dengan almarhum memiliki prioritas lebih tinggi dalam mendapatkan bagian warisan. Misalnya, anak dan orang tua memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan saudara kandung atau paman. [53:  Neneng Desi Susanti, “Penerapan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Melayu Dan Adat Minang Di Kota Dumai,” JURNAL AZ-ZAWAJIR, 2019, https://doi.org/10.57113/jaz.v1i1.9.] 

d. Melestarikan Nilai-Nilai Islam
Pembagian warisan harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Harta warisan harus digunakan untuk hal-hal yang halal dan bermanfaat. Ahli waris diwajibkan untuk melaksanakan wasiat pewaris yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.[footnoteRef:54] Pewaris memiliki kebebasan untuk membuat wasiat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Wasiat dapat digunakan untuk memberikan bagian warisan yang lebih besar kepada orang-orang tertentu atau untuk tujuan tertentu. Wasiat harus dilaksanakan setelah dibayarkan utang-utang pewaris dan dipenuhi hak-hak wajibah ahli waris. [54:  Abdurrohman Kasdi and Khoiril Anwar, “Inheritance Distribution of Adopted Children in The Perspective of Customary Law and Islamic Law Compilation: Case Study of the Application of Inheritance Law in Kudus,” Al-Ahkam 29, no. 2 (2019): 141, https://doi.org/10.21580/ahkam.2019.29.2.4203.] 

e. Keadilan Sosial
Hukum waris Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di masyarakat. Pembagian warisan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Harta warisan dapat digunakan untuk membantu anak yatim piatu, janda, dan fakir miskin. Sengketa warisan hendaknya diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat antar ahli waris. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, dapat diselesaikan melalui jalur peradilan agama.
Hukum Kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur’an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam sunnahnya. Dalam pembahsan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah: asas Ijbari, asas Bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.[footnoteRef:55] [55: Amir Syarifuddin, Opcit, h. 16.] 

a. Asas Ijbari
Dalam Hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meinggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara ijbari. Kata Ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Pengertian “wali mujbir”dalam terminologi fikih munakahat (perkawinan) mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya diluarkehendak anak gadisnya itu dan tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu.[footnoteRef:56] Begitu juga kata jabari dalam terminologi ilmu kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam Jabariyah.[footnoteRef:57] [56: Sayid Sabiq,Fiqh al-Sunnah,(Beirut :  Dar al kutub, 1973), h. 131.]  [57: Hukum Nasution, Teologi Islam,(Jakarta : Yayasan penerbit Universitas Indonesia, 1974), h. 31.] 

Dijalankannya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.[footnoteRef:58] Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.  [58: Abdul Manan, Op.Cit, h. 207 ] 

Adanya unsur ijbari dalam sistem kewarisan islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris,karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris.kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri. Dalam BW diberikan kemungkinan untuk tidak menerima hak kewarisan,karena menerima akan membawa akibat menanggung risiko untuk melunasi utang pewaris.[footnoteRef:59] [59: Subekti, Ibid, h. 84-85] 

Asas ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apapun kemauan pewaris terhadap harta nya, maka kemauann yaitu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Oleh karena itu, sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya;karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli itu suka atau tidak.Adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi,yaitu dari segi peralihan harta,dari segi jumlah harta yang beralih,dari segi kepada siapa harta itu beralih.
Unsur ijbari dari segi peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya,bukan dialihkan siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta” bukan ”pengalihan harta,” karena pada peralihan harta berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada’pengalihan’tampak usaha seseorang.[footnoteRef:60] Asas ijbari dalam peralihan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat al-Nisa’(4):7.Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada ‘nasib’dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat.kata’nashib’ berarti bagian, saham atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata nashib itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak,telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjajikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.[footnoteRef:61] [60: Mohammad Daud Ali, Op.Cit, h. 128.]  [61: Amir Syarifuddin, Ibid, h. 19.] 

Bentuk ijbari dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah di tentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu. Adanya unsur ijbari dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata “mafrudah”yang secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan.[footnoteRef:62]Kata-kata tersebut dalam terminologi Ilmu fiqih berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ialah: “sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa. Bentuk ijbari dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah di tentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.Adanya unsur ijbari dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana di sebutkan Allah dalam ayat-ayat11,12,dan 176 surah al-Nisa.[footnoteRef:63] [62: Mohammad Daud Ali, Op.Cit, h. 142]  [63: Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, Th, 2005, Cet 2), h.17] 

b. Asas Bilateral
Membicarakan asas ini berati berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu dikalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah.[footnoteRef:64] Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturuna  laiki-laki dan pihak kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surah al-Nisa (4):7,11,12, dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu.[footnoteRef:65] [64:  Amina, “Hukum Kewarisan Islam.”]  [65: Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 19] 

c. Asas Individual
Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwaharta warisandapat di bagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan.[footnoteRef:66]Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban yang di dalam Ushul Fikih disebut ”ahliyat al-wujub.” Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.[footnoteRef:67] [66: Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam,h. 21]  [67:  Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), h. 5] 

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan al-Qur’an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surah al-Nisa’ secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut’dengan bagian yang telah ditentukan. Dari ayat 7 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jmlah bagian untuk setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Sebaliknya,jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berhak. Dalam hal ini berlaku pepatah:”Banyak bagi bertumpuk, sedikit bagi bercecah.” Ayat 11,12 dan 176 surah al-Nisa menjelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Dalam bentuk yang tidak tertentu seperti anak laki-laki bersama perempuan dalam surah al-Nisa’Ayat 11 atau saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176 dijelaskan juga perimbangan pembagiannya yaitu bagian laki-laki banyaknya sama dengan dua bagian perempuan. Dari perimbangan yang dinyatakan itu akan jelas pula bagian masing-masing ahli waris.[footnoteRef:68] [68:  Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia] 

Memang dalam beberapa bentuk terlihat bagian secara kelompok atau bersama seperti anak laki-laki bersama dengan anak perempuan dalam ayat 11 surat al-Nisa,’saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176 : dua orang anak perempuan mendapat dua pertiga dalam ayat 11 dan dua saudara perempuan mendapat dua pertiga dalam ayat 176 saudara-saudara yang berserikat dalam mendapatkan sepertiga harta bila pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung dalam 12 surah al-Nisa. Namun bentuk kolektif ini hanya untuk sementara yaitu sebelum terjadi pembagian yang bersifat individual diantara mereka. Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat diakhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang di nyatakan Allah dalam surah al-Nisa’ayat 13 dan 14. Bila telah terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka untuk seterusnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut.Walaupun dibalik kebebasan menggunakan harta tersebut terdapat ketentuan lain yang dalam kaidah Uṣul Fikih disebut ahliyat al-ada.[footnoteRef:69] [69:  Abu Zahrah,Ushul Fikih, (Beirut : Dar al-fikr al-a’rabi), h. 319] 

Di antara ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya (seperti belum dewasa), maka harta warisan yang diperolehnya berada dibawah kuasa walinya dan dapat dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari anak tersebut. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah al-Nisa’(4):5 yang menyatakan tidak boleh nya menyerahkan harta kepada safih, yaitu orang yang dalam ayat ini berarti “belum dewasa.” Dalam memperhatikan bahwa pada satu sisi setiap ahli waris berhak secara penuh atas harta yang di warisinya dan di sisi lain terdapat ahli waris yang tidak berhak menggunakan hartanya sebelum ia dewasa maka ahli waris yang telah dewasa dapat saja tidak memberikan harta warisan secara individual kepada ahli waris yang belum dewasa itu. Dalam kasus seperti ini, saudara tertua di antara beberapa orang yang bersaudara (yang belum dewasa) dapat menguasai sendiri harta bersama ibu untuk sementara.Walaupun demikiansift individualnya harus tetap di perhatikan dengan mengadakan perhitungan terhadap bagian masing-masing ahli waris memelihara harta orang yang belum pantas mengelola hartanya, kemudian mengembalikan harta itu saat yang berhak telah cakap menggunakannya.[footnoteRef:70] [70: Tidak ada pihak yang dirugikandengan cara tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam surah al- Nisa ayat 2.] 

Menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampuradukkan harta warisan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang di sebut diatas. Hal tersebut akan mengakibatkan pelakunya terkena sanksi sebagaimana disebutkan di akhir ayat-ayat surah al-Nisa di atas yaitu “dosa yang besar.” Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena cara tersebut di khawatirkan akan memakan hak anak yatim yang terdapat dalam harta itu. Perbuatan tersebut secara khusus dikenai sanksi”dosa besar” dimasukkan dalam api (neraka) yang menyala (surah al-Nisa:2,10) dan secara umum diancam dengan sanksi yang disebutkan dalam surah al-Baqarah (2) ayat 188.
d. Asas Keadilan Berimbang 	
Kata ‘adil’ merupakan kata bahasa indonesia yang berasal dari kata al-‘adluالعدل) ). Di dalam al-Qur’an kata al-‘adlu atau turunannya disebutkan lebih dari 28 kali.Sebagian diantara nya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita.Kata al-‘adlu itu di kemukakan dalam konteks yang  berbeda dan arah yang berbeda pulasehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan:keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang di peroleh dengan keperluan dan kegunaan. 
Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria ataupun wanita  mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat7yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12,176 surah al-Nisa secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat11),suami dan istri (ayat12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).[footnoteRef:71] [71: Mohammad Daud Ali, Op.Cit, h. 143. Amir Syarifuddin, Opcit,h. 24] 

Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk. Pertama, Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan, seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam dalam keadan pewaris meninggalkan anak kandung,sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surah al-Nisa. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama- sama mendapat seperenam dalam kasus pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surah al-Nisa’ Kedua, Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 dan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176.
Dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitu setengah banding seperempat bila pewaris tidak ada meninggalkan anak dan seperempat banding seperdelapan bila pewaris ada meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 12 al-Nisa. Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak,memang terdapat ketidaksamaan.Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.[footnoteRef:72] [72: Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam, ( Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2013), h. 113.] 

Secara umum,dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria-dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah al-Nisa’(4) ayat 34 :
 الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا
Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka.
Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas,maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan pria sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita.Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan,namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada wanita dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab. 
Walaupun kerabat garis keatas yaitu orang tua dan kerabat garis ke bawah yaitu anak yang sama-sama berhak atas harta Warisan-bahkan dalam surah al-Nisa:11, Allah menyatakan bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang sama,namun terdapat perbedaan dalam jumlah warisan yang diterimanya.Anak mendapat bagian rata-rata lebih besar dibandingkan dengan apa yang diterima orang tua.Adanya perbedaan ini dapat dikaji dari segi hak dan kewajiban,serta tanggung jawab,maka tanggung jawab orang tua anak lebih besar dari pada tanggung jawab anak terhadap orang tua.[footnoteRef:73] [73: Sanusi, Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan, (Yogyakarta: Diva press, 2011) h. 279] 

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kontunuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris, sehingga jumlah bagian yang di terima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris).
Bagi seseorang laki-laki,tanggung jawab utamanya adalah istri dan anak-anaknya.Ini merupakan kewajiban agama yang harus dipikulnya (QS.al-Baqarah: 233): 
۞ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 
 Jumlahnya disesuaikan dengan kemampuannya (QS.at-Thalaq:7):
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya;dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dan harta yang di berikan Allah kepadanya.

Kewajiban ini harus dijalankannya, baik anak dan istri itu mampu atau tidak,memerlukan bantuan atau tidak. Terhadap kerabat lain tanggung jawab seseorang hanya bersifat tambahan dan bukan utama tanggung jawab itu dipikulnya bila ia mampu berbuat demikian di satu pihak,dan di pihak lain kerabat itu membutuhkan bantuan.Tanggungnjawab terhadap kerabat ini disebutkan Allah dalam QS. Al-Baqarah: 215
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ 
Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

Berdasarkan hal di atas anak menerima hak dari ayah melebihi apa yang diterima orang tua anaknya.[footnoteRef:74] Karena kewarisan dikaitkan kepada tanggung jawab pada waktu masih hidup,maka merupakan suatu keadilan bila dalam kewarisan jumlah yang diterima oleh anak lebih banyak dari apa yang di terima oleh orang tua.Umur juga tidak menjadi faktor yang membedakan hak ahli waris Dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara anak yang kecil yang belum dewasa dengan orang yang telah dewasa tidaklah adil, karena kebutuhan orang dewasa lebih besar dari kebutuhan anak kecil. Tetapi peninjauan tentang kebutuhan bukan hanya bersifat sementara yaitu pada waktu menerima saja,tetapi juga dalam jangka waktu yang lama.Dari tinjauanini anak kecil mempunyai kebutuhan material yang lebih lama dari pada orang dewasa. Bila dihubungkan besar keperluan orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak kecil dan dikaitkan pula kepada perolehan yang sama dalam hak kewarisan,maka hasilnya ialah kedua pihak akan mendapatkan kadar manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Keadilan hakiki dalam pandangan Islam yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilanyang merata.[footnoteRef:75] [74:  Rizqi Suprayogi, “Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,” Indonesia Journal of Business Law 2, no. 1 (2023): 29–37, https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962.]  [75: Amir Syarifuddin, Hukum kewarisan Islam, h. 27] 

e. Asas Semata Akibat Kematian 
Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup lebih baik secara langsung,maupun terlaksana setelah dia mati,tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam Hukum perdata atau BW disebut dengan kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan bij testament.Wasiat dalam hukum Islam merupakan lembaga tersendiri terpisah dari hukum kewarisan. Di dalam berbagai kitab Fikih wasiat dibahas tersendiiri dan termasuk dalam lingkup Fikih muamalat dalam BW wasiat termasuk salah satu cara dalam pewarisan.[footnoteRef:76] [76: Subekti,Op. Cit, h.78] 

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari yang disebutkan sebelumnya. Pada hakikatnya, seseorang yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalaupun ada,maka pengaturan untuk tujuan setelah penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah kewarisan.Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata-kata”waratsa” (ورث) yang banyak terdapat dalam al-Qur’an. Kata waratsa ditemukan beberapa kali digunakan dalam ayat-ayat kewarisan. Dari keseluruhan pemakaian kata itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Makna terakhir ini akan lebih jelas bila semua kata-kata waratsa yang terdapat dalam ayat–ayat kewarisan dianalisa dan dihubungkan dengan kata waratsa yang terdapat di luar ayat-ayat kewarisan-kata ini cukupbanyak dipergunakan dalam al-Qur’an baik dalam pengertian sebenarnya atau tidak.[footnoteRef:77] [77: Moh, Muhibbin dan Abdul wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Hukum kewarisan di Indonesia, ( Jakarta: Sinar Grafika 2011, Cet 2),  h. 60.] 

3. Rukun dan Syarat Warisan dalam Islam
Dalam hukum waris Islam, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar proses pembagian waris dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Rukun waris adalah elemen-elemen yang harus ada agar pewarisan dapat terjadi dalam Islam.[footnoteRef:78] Rukun-rukun waris tersebut adalah: [78:  Hammad, “Waris Dan Wasiat Dalam Hukum Islam.”] 

a. Pewaris (muwarrist)
b. Ahli waris (warist)
c. Harta warisan (mawarist)
Syarat waris adalah kondisi-kondisi yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjadi ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan yang akan diwariskan kepada ahli warisnya.[footnoteRef:79] Dalam hal ini, orang yang meninggal harus terbukti secara hukum telah meninggal dunia. Kematian ini bisa dibuktikan secara fisik atau berdasarkan keputusan pengadilan jika dalam kondisi hilang atau tidak diketahui keberadaannya. [79:  Agustin, Hasuri, and Najmudin, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Di Indonesia.”] 

Al-Warits (Ahli Waris) adalah orang atau pihak yang berhak menerima harta warisan.[footnoteRef:80] Ahli waris harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh syariat Islam, seperti hubungan kekerabatan atau perkawinan dengan almarhum. Hubungan kekerabatan antara ahli waris dan almarhum harus sah menurut syariat Islam. Hal ini termasuk anak-anak kandung, orang tua, suami atau istri, dan kerabat lainnya yang memiliki hak untuk mewarisi. Ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris tidak boleh membunuh pewaris dengan sengaja. Ahli waris harus memiliki hubungan kekerabatan yang sah dengan pewaris, baik melalui nasab (garis keturunan) maupun melalui sabab (pernikahan). Dan terakhir ahli waris harus beragama Islam pada saat pewaris meninggal dunia.[footnoteRef:81] Jika ahli waris meninggal sebelum atau bersamaan dengan almarhum, maka dia tidak berhak menerima warisan. Ahli waris tidak boleh terhalang oleh hal-hal yang menyebabkan dia tidak berhak menerima warisan. Seperti perbudakan, budak tidak berhak menjadi ahli waris. [80:  Nurul Aulia and M. Iqbal Irham, “Tafsir Feminin: Telaah Terhadap Ayat-Ayat Mawaris,” Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak 6, no. 2 (2023): 295–325, https://doi.org/10.21274/martabat.2022.6.2.295-325.]  [81:  Amrin Amrin, “Tinjauan Islam Terhadap Hukum Waris Beda Agama,” Mizan: Journal of Islamic Law, 2022.] 

Al-Mauruts (Harta Warisan) atau harta peninggalan yang ditinggalkan oleh almarhum dan akan dibagikan kepada ahli waris.[footnoteRef:82] Harta ini mencakup semua bentuk aset yang dimiliki oleh almarhum, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Sebelum pembagian harta warisan, utang-utang almarhum harus dilunasi terlebih dahulu. Jika almarhum meninggalkan wasiat, wasiat tersebut harus dipenuhi hingga sepertiga dari total harta peninggalan. [82:  Akhmad Haries and Darmawati Darmawati, “Pelaksanaan Pembagian Waris Di Kalangan Ulama Di Kota Samarinda: Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis,” FENOMENA, 2018, https://doi.org/10.21093/fj.v10i2.1370.] 

Jika semua rukun dan syarat waris terpenuhi, maka pewarisan dapat terjadi dan ahli waris berhak atas bagiannya masing-masing dari harta warisan. Pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, dengan mempertimbangkan kategori ahli waris, bagian mereka, dan cara menghitungnya. Syarat-syarat waris bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Jika salah satu syarat waris tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak berhak menjadi ahli waris. Rukun waris bersifat sementara dan hanya terjadi pada saat kematian pewaris. Jika salah satu rukun waris tidak terpenuhi, maka pewarisan tidak dapat terjadi. Memahami rukun dan syarat waris dalam Islam penting untuk memastikan proses pewarisan berjalan dengan sah dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini juga membantu menghindari perselisihan dan memastikan hak-hak setiap ahli waris terpenuhi dengan adil dan proporsional.
4. Kelompok Ahli Waris dalam Islam
Dalam hukum waris Islam, ahli waris dikategorikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan hubungan kekerabatan dan hak mereka atas harta warisan. Perlu diingat bahwa urutan ahli waris dalam Islam telah ditentukan secara terperinci dan sistematis. Jika ada ahli waris dari kelompok yang lebih dekat, maka ahli waris dari kelompok yang lebih jauh tidak berhak atas warisan.[footnoteRef:83] Pemahaman tentang kelompok-kelompok ahli waris dan hak waris mereka sangat penting untuk memastikan pembagian harta warisan yang adil dan sesuai dengan syariat Islam. [83:  Laras Shesa, Laras, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong),” Qiyas, June 7, 2016.] 

a. Ashabul Furudh (Ahli Waris yang Memiliki Bagian Tertentu)
Kelompok ini terdiri dari ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya secara jelas dalam Al-Quran dan Hadis. Mereka termasuk:[footnoteRef:84] [84:  Amina, “Hukum Kewarisan Islam.”] 

1) Suami mendapatkan bagian 1/2 (setengah) jika tidak ada anak, 1/4 (seperempat) jika ada anak.
2) Istri	mendapatkan bagian 1/4 (seperempat) jika tidak ada anak, 1/8 (seperdelapan) jika ada anak.
3) Ayah mendapatkan bagian 1/6 (seperenam) jika ada anak, mendapatkan sisa setelah bagian ashabul furudh lainnya jika tidak ada anak.
4) Ibu mendapatkan bagian 1/3 (sepertiga) jika tidak ada anak dan tidak ada dua atau lebih saudara, 1/6 (seperenam) jika ada anak atau dua atau lebih saudara.
5) Anak Perempuan mendapatkan bagian 1/2 (setengah) jika satu-satunya anak, 2/3 (dua pertiga) jika ada dua atau lebih anak perempuan.
6) Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki mendapatkan bagian 1/6 (seperenam) jika ada satu anak perempuan, bersama-sama dengan anak perempuan (ashabah) jika ada dua atau lebih anak perempuan.
7) Saudara Perempuan Sekandung mendapatkan bagian 1/2 (setengah) jika satu-satunya saudara perempuan sekandung, 2/3 (dua pertiga) jika ada dua atau lebih saudara perempuan sekandung.
8) Saudara Perempuan Seayah mendapatkan bagian 1/2 (setengah) jika satu-satunya saudara perempuan seayah, 2/3 (dua pertiga) jika ada dua atau lebih saudara perempuan seayah, 1/6 (seperenam) jika bersama dengan satu saudara perempuan kandung.
9) Saudara Perempuan Seibu mendapatkan bagian 1/6 (seperenam) jika satu-satunya saudara perempuan seibu, 1/3 (sepertiga) jika ada dua atau lebih saudara perempuan seibu (dibagi rata di antara mereka).
10) Saudara Laki-laki Seibu mendapatkan bagian 1/6 (seperenam) jika satu-satunya saudara laki-laki seibu, 1/3 (sepertiga) jika ada dua atau lebih saudara laki-laki seibu (dibagi rata di antara mereka).








b. Ashabah (Ahli Waris yang Menerima Sisa Harta)
Ashabah adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu tetapi menerima sisa harta setelah pembagian kepada ashabul furudh.[footnoteRef:85] Mereka dibagi menjadi tiga kelompok: [85:  Latifah Ratnawaty, “Pelaksanaan Konsep Al Radd Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam,” Yustisi 5, no. 1 (2021): 57–69, http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/4412.] 

1) Ashabah Binafsih adalah ahli waris yang mendapatkan harta secara langsung karena hubungan kekerabatan, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman dari pihak ayah.
2) Ashabah Bil Ghair adalah ahli waris perempuan yang menjadi ashabah karena bersama dengan ahli waris laki-laki yang setara dalam kekerabatan, seperti saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung.
3) Ashabah Ma'al Ghair adalah ahli waris perempuan yang menjadi ashabah karena bersama dengan ahli waris perempuan lain yang lebih kuat dalam kekerabatan, seperti cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan anak perempuan.

c. Zawil Arham (Kerabat yang Tidak Memiliki Bagian Tertentu atau Sisa Harta)
Zawil Arham adalah kerabat yang tidak termasuk dalam ashabul furudh atau ashabah.[footnoteRef:86] Mereka biasanya menerima warisan jika tidak ada ashabul furudh atau ashabah yang berhak. Termasuk dalam kelompok ini adalah: [86:  Laras Shesa, “Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah,” Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2018): 145, https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.615.] 

1) Keponakan laki-laki dan perempuan dari saudara perempuan sekandung atau seayah.
2) Bibi dari pihak ayah atau ibu.
3) Anak dari bibi dan paman.

B. HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA
1. Pengertian dan Landasan Hukum Waris Adat
Hukum adat adalah peraturan tidak tertulis yang mengikat bagi masyarakat adat dan berkembang secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Aturan ini bersumber dari kebiasaan dan nilai-nilai luhur yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat adat setempat. Hukum adat diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.[footnoteRef:87] [87:  Evi Oktarina, “Peran Hukum Adat Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2020): 2333–41, https://doi.org/10.46839/lljih.v9i2.774.] 

Menurut Soepomo, hukum adat adalah aturan-aturan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat adat sebagai hasil proses interaksi dan integrasi berbagai unsur budaya. Aturan-aturan ini tidak tertulis dan bersifat kekeluargaan. Van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai kesatuan hukum yang tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri.[footnoteRef:88] Hukum adat ini bersifat obyektif dan mengikat bagi anggota masyarakat. [88:  D Yono and Rachmad Safa’at, “Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir,” Arena Hukum 10 (2017): 40–60.] 

Ter Haar berpendapat bahwa hukum adat adalah sistem hukum yang tidak berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara.[footnoteRef:89] Hukum adat ini berkembang secara spontan dan berdasarkan kebiasaan masyarakat. Menurut S.P. Tjiptoatmodjo, hukum adat adalah aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat adat. Aturan-aturan ini diatur dan dipelihara oleh masyarakat adat itu sendiri dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan Hazairin mendefinisikan hukum adat sebagai kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan-pengakuan umum dalam masyarakat.  [89:  Fatahuddin Aziz Siregar, “Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya,” Jurnal Al-Maqasid 4, no. 2 (2018): 1–14, file:///C:/Users/HP/Downloads/Hukum adat 2.pdf.] 

Hukum adat ini berkaitan erat dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi hukum adat adalah peraturan tidak tertulis yang mengikat bagi masyarakat adat dan berkembang secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Hukum adat memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat adat dan diakui serta dilindungi oleh hukum positif di Indonesia.
Adat juga membahas mengenai waris adat. Hukum waris adat adalah aturan-aturan tidak tertulis yang mengatur tentang pewarisan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.[footnoteRef:90] adatadAturan-aturan ini berkembang secara turun-temurun di suatu daerah tertentu dan berdasarkan kebiasaan masyarakat adat setempat. Landasan hukum waris adat yang terdiri dari:  [90:  Neneng Desi Susanti, “Penerapan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Melayu Dan Adat Minang Di Kota Dumai.”] 

a. Kebiasaan dan tradisi masyarakat adat: Aturan waris yang turun-temurun dan dipraktikkan dalam masyarakat adat.
b. Kesepakatan masyarakat adat: Peraturan waris yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat adat.
c. Keputusan tokoh adat: Penetapan aturan waris oleh pemimpin adat yang dihormati dan disegani.
Pengertian yang lazim di Indonesia pewarisan ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Secara umum dalam setiap pewarisan disyaratkan memenuhi unsur-unsur yang terdiri atas: (a) pewaris, (b) harta warisan, dan (c) ahli waris. Pengertian pewaris sendiri dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup.
Dalam hukum waris adat, dikenal pula adanya tiga sistem kewarisan adat, yakni sistem kewarisan individual, kolektif, dan mayorat. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan. Sistem kewarisan kolektif, dimana ahli waris secara kolektif mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing- masing ahli waris.[footnoteRef:91] Sistem kewarisan mayorat terdiri dari dua yaitu mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan pewaris tunggal. Dan mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal.[footnoteRef:92] [91:  M. Syaikhul Arif, “Mengenal Sistem Hukum Waris Adat,” Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 5, no. 1 (2022): 22–30, http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420%0Ahttp://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/420/346.]  [92:  Soekamto, Hukum Adat Indonesia, h. 260.] 

Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Waris Adat memiliki nilai Keadilan dan Kebersamaan. Menjaga keseimbangan dan kesetaraan dalam pembagian warisan antar anggota masyarakat adat. Adanya pelestarian budaya guna mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi leluhur dalam proses pewarisan. Hal tersebut dilakukan demi menjaga keutuhan dan keharmonisan hubungan antar anggota masyarakat adat.
2. Ragam Sistem Kewarisan Adat di Indonesia 
Sistem kekerabatan adalah kerangka sosial yang penting dalam mengatur hubungan antara individu dalam keluarga dan masyarakat. Dengan mengatur peran, tanggung jawab, dan hak-hak setiap anggota keluarga, sistem kekerabatan membantu menciptakan struktur sosial yang terorganisir dan harmonis. Sistem kekerabatan adalah konsep yang merujuk kepada pola hubungan sosial yang diorganisasikan berdasarkan hubungan darah, perkawinan, atau adopsi dalam sebuah masyarakat.[footnoteRef:93]  [93:  Firjenia. Pelealu Ahmad, “Kedudukan Hukum Dan Hak –Hak Anak Dalam Hukum Waris Adat Di Indonesia,” Lex Privatum 6, no. 9 (2019): 104.] 

Sistem ini mengatur bagaimana individu dalam sebuah kelompok atau komunitas berinteraksi, berkomunikasi, dan memiliki kewajiban satu sama lain. Sistem kekerabatan mencakup berbagai aspek, seperti peran keluarga, hak dan kewajiban, dan cara penyebutan anggota keluarga. Adapun komponen sistem kekerabatan. Pertama, hubungan darah (Consanguinity), hubungan ini didasarkan pada ikatan biologis antara individu, seperti hubungan antara orang tua dan anak, saudara kandung, dan hubungan antar generasi (misalnya, kakek-nenek dengan cucu).
Kedua, hubungan yang terbentuk melalui pernikahan, seperti hubungan antara suami dan istri, serta hubungan mertua dan menantu. Tentu saja pernikahan yang dmaksud adalah pernikahan yang sah. Ketiga, hubungan yang terbentuk melalui proses adopsi, di mana individu yang diadopsi dianggap sebagai anggota keluarga secara sah dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dengan anggota keluarga yang lain.
Sistem kekerabatan menentukan peran dan status sosial individu dalam keluarga dan masyarakat. Misalnya, peran seorang ayah, ibu, anak, atau paman. Sistem kekerabatan mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga, seperti tanggung jawab ekonomi, pengasuhan anak, dan perawatan anggota keluarga yang lebih tua. Sistem kekerabatan juga berfungsi dalam menentukan hak waris berdasarkan hubungan kekerabatan, seperti yang diatur dalam hukum waris Islam. Melalui sistem kekerabatan, individu mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok atau keluarga tertentu, yang memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar anggota keluarga. 
Adapun jenis-jenis sistem kekerabatan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:[footnoteRef:94] [94:  Ahmad Tahali, “HUKUM ADAT DI NUSANTARA INDONESIA,” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5398.] 

a. Patrilineal: Sistem kekerabatan yang menelusuri garis keturunan melalui pihak ayah. Dalam sistem ini, warisan dan nama keluarga biasanya diteruskan melalui garis keturunan laki-laki.
b. Matrilineal: Sistem kekerabatan yang menelusuri garis keturunan melalui pihak ibu. Warisan dan nama keluarga diteruskan melalui garis keturunan perempuan.
c. Bilateral: Sistem kekerabatan yang menelusuri garis keturunan melalui kedua pihak, baik ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, individu dianggap memiliki hubungan kekerabatan yang sama kuat dari kedua belah pihak.
d. Unilineal: Sistem kekerabatan yang menelusuri garis keturunan hanya melalui satu garis, bisa ayah atau ibu, tetapi tidak keduanya sekaligus.




BAB III
BIOGRAFI MASYARAKAT SUKU SASAK DI LOMBOK

A. Sejarah dan Asal Usul Suku Sasak
Suku Sasak sudah mendiami Pulau Lombok selama berabad-abad. Konon, mereka telah menghuni pulau tersebut sejak 4.000 sebelum masehi. Karena itu, Pulau Lombok menjadi bagian penting dari sejarah suku sasak karena jadi kampung halaman mereka. Secara administratif, Pulau Lombok memiliki lima kabupaten yaitu Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan terakhir Kota Mataram.[footnoteRef:95] Di Pulau Lombok ada sekitar 3 juta jiwa dan 80% diantaranya merupakan Suku Sasak. Sasak (aksara Sasak: ᬲᬸᬓᬸᬲᬲᬓ᭄; Jawi: سوكو ساساك ) adalah suatu kelompok etnis yang mendiami pulau Lombok dan menggunakan bahasa Sasak.[footnoteRef:96]  [95:  Juwita Widya Qur’ani, Moehammad Awaluddin, and Fauzi Janu Amarrohman, “Analisis Batas Pengelolaan Wilayah Laut Antara Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Dan Lombok Timur,” Jurnal Geodesi Undip 8, no. 2 (2019): 40–49.]  [96:  Irma Setiawan, “Relasi Bahasa Sasak Dan Samawa: Studi Diakronis Pada Kekerabatan Bahasa Suatu Suku Bangsa Di Indonesia Irma,” Jurnal TUTUR 4, no. 1 (2018): 1–26, https://web.archive.org/web/20180421074444id_/http://tutur.apbl.org/index.php/tutur/article/viewFile/74/71.] 

Sebagian besar suku Sasak beragama Islam, uniknya pada sebagian kecil masyarakat suku Sasak, terdapat praktik agama Islam yang agak berbeda dengan Islam pada umumnya yakni Islam Wetu Telu, tetapi hanya berjumlah sekitar 1% yang melakukan praktik ibadah seperti itu. Ada pula sedikit warga suku Sasak yang menganut kepercayaan pra-Islam yang disebut dengan nama "Sasak Boda".[footnoteRef:97] [97:  M Masnun, “Resiprositas Dan Reditribusi Kekeramatan Situs Islam Di Pulau Lombok Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah,” Az Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam 9, no. 2 (2017).] 

Nama "Sasak" pertama kali disebutkan dalam Prasasti Pujungan, yaitu sebuah prasasti yang ditemukan di Kabupaten Tabanan, Bali, yang diperkirakan berasal dari abad ke-11.[footnoteRef:98] Asal nama Sasak kemungkinan berasal dari kata sak-sak yang artinya sampan. Dalam Kitab Negara Kertagama kata Sasak disebut menjadi satu dengan Pulau Lombok. Yakni Lombok Sasak Mirah Adhi. Dalam tradisi lisan warga setempat kata sasak dipercaya berasal dari kata "sa'-saq" yang artinya yang satu. Kemudian Lombok berasal dari kata Lomboq yang artinya lurus. Maka jika digabung kata Sa' Saq Lomboq artinya sesuatu yang lurus. banyak juga yang menerjemahkannya sebagai jalan yang lurus. [98:  Dr. Abdullah Muzakar Abdul Azizurrahman Roni, MOSAIK BUDAYA SASAK (Lombok: Universitas Hamzanwadi dan Yayasan Suluh Rinjani, 2016), https://eprints.hamzanwadi.ac.id/5315/1/MOSAIK BUDAYA SASAK.pdf.] 

Lombo Mirah Sasak Adi adalah salah satu kutipan dari kakawin Nagarakretagama ( Desawarnana ), sebuah kitab yang memuat tentang kekuasaan dan pemerintahaan kerajaan Majapahit, gubahan Mpu Prapanca. kata "lombok" dalam bahasa kawi berarti lurus atau jujur, "Mirah" berarti permata, "sasak" berarti kenyataan dan "adi" artinya yang baik atau yang utama. Maka Lombok Mirah Sasak Adi berarti kejujuran adalah permata kenyataan yang baik.[footnoteRef:99] [99:  Muhammad Syarifudin, “Resistensi Adat Sasak Dan Agama (Studi Tawaran Resolusi Konflik Dalam Perilaku Keagamaan Muslim Lombok),” Komunitas 12, no. 2 (2021): 120–31, https://doi.org/10.20414/komunitas.v12i2.4410.] 

Kata Sasak berasal dari kata sak sak, artinya satu satu. Kata sak juga dipakai oleh sebagian suku Dayak di pulau Kalimantan untuk mengatakan satu. Orang Sasak terkenal pintar membuat kain dengan cara menenun, dahulu setiap perempuan akan dikatakan dewasa dan siap berumah tangga jika sudah pandai menenun. Menenun dalam bahasa orang Sasak adalah Sèsèk. Kata sèsèk berasal dari kata sesak, sesek atau saksak. Sèsèk dilakukan dengan cara memasukkan benang satu persatu (sak sak), kemudian benang disesakkan atau dirapatkan hingga sesak dan padat untuk menjadi bentuk kain dengan cara memukul mukulkan alat tenun. Uniknya suara yang terdengar ketika memukul mukul alat tenun itupun terdengar seperti suara sak sak dan hanya dilakukan dua kali saja.
Itulah asal kata sasak yang kemudian diambil sebagai nama suku dipulau Lombok. Menurut Sumber Lisan, mengatakan bahwa dahulu bumi Lombok ditumbuhi hutan belantara, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: Sasak diartikan buluh bambu atau kayu yang dirakit menjadi satu. Sedangkan dalam Kitab Negarakertagama (Decawanana): Sasak dan Lombok dijelaskan bahwa Lombok Barat disebut Lombok Mirah[footnoteRef:100] dan Lombok Timur disebut Sasak Adi. Suku Sasak yang mula mula mendiami pulau Lombok menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa sehari hari. Bahasa Sasak sangat dekat dengan bahasa suku Samawa (Sumbawa) dan Bali. [100:  Ni Putu Sudewi Budhawati, “Konsep Ketuhanan Dalam Sistem Kepercayaan Masyarakat Bali Beragama Hindu Di Lombok,” Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat 4, no. 2 (2021): 1–12, https://doi.org/10.53977/sd.v4i2.366.] 

Suku sasak memiliki adat istiadat yang cukup unik. Pengaruh Bali dan Melayu sangat terasa dalam adat istiadat suku ini. Pengaruh Bali datang dari Kerajaan Karangasem yang pernah menguasai Pulau Lombok selama kurang lebih 2 abad, sedangkan pengaruh Melayu berasal dari pendakwah Islam di gumi sasak.[footnoteRef:101] Adat dan budaya yang berasal dari pengaruh Bali seperti Gendang Beleq, Gamelan Tokol, Perang Topat dan Cakepung atau Cepung. Sementara adat dan budaya yang berasal dari pengaruh Melayu seperti Gambus, Rudat, dan Cilokaq Sasak. [101:  Agus Dedi Putrawan, “Sistem Birokrasi Dan Kekuasaan Masyarakat Suku Sasak,” In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia 15, no. 1 (2013): 165–75.] 

Adat istiadat suku sasak juga dapat disaksikan pada saat saat acara pernikahan mulai dari melakiran gadis sampai nyongkolan. Gadis/dedare sasak apabila mereka mau dinikahkan oleh seorang lelaki/ terune maka yang perempuan harus dilarikan dulu kerumah keluarganya dari pihak laki laki yang dikenal dengan sebutan merariq atau pelarian.
Caranya cukup sederhana, gadis/dedare pujaan tidak memberitahukan kepada kedua orangtuanya jika ingin menikah. Gadis/dedare tersebut itu harus dibawa oleh pihak laki-laki untuk disembunyikan sementara waktu di rumah pihak keluarga dari laki-laki/terune'. Namun jangan lupa aturan, mencuri gadis dan melarikannya (mencuri dalam artian si gadis sudah siap menikah dengan sipencuri) biasanya dilakukan dengan membawa beberapa orang kerabat atau teman dari pihak keluarga laki-laki. Selain sebagai saksi kerabat yang dibawa untuk mencuri gadis itu sekalian sebagai pengiring dalam prosesi itu. Dan gadis itu tidak boleh dibawa langsung ke rumah lelaki, harus dititipkan ke kerabat laki-laki.[footnoteRef:102] Tentu menikahi gadis dengan meminta izin kepada orang tuanya (redaq) lebih terhormat daripada mencuri gadis tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tetapi proses seperti ini sudah sangat jarang ditemukan karena kebiasaan orang sasak lebih dominan mencurinya supaya tidak terhambat oleh hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak disetujui orang tua gadis atau keterbatasan kemampuan dalam hal materi karena proses "redaq" biasanya menghabiskan biaya yang lebih besar daripada melarikan gadis (merarik) tanpa izin.  [102:  Dr. Abdullah Muzakar Abdul Azizurrahman Roni, MOSAIK BUDAYA SASAK. h. 67.] 

Dalam proses pencurian gadis, setelah sehari menginap pihak kerabat laki-laki mengirim utusan ke pihak keluarga perempuan sebagai pemberitahuan bahwa anak gadisnya dicuri dan kini berada di satu tempat tetapi tempat menyembunyikan gadis itu dirahasiakan, tidak boleh diketahui keluarga perempuan. 'Nyelabar', istilah bahasa setempat untuk pemberitahuan itu, dan dilakukan oleh kerabat pihak lelaki tetapi orang tua pihak lelaki tidak diperbolehkan ikut.[footnoteRef:103] [103:  M A B Bagas, “Treatment Penyuluh Agama Dalam Menyikapi Pernikahan Dini Semasa Pandemi Covid-19 Ditengah-Tengah Masyarakat Suku Sasak,” KONSELING: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan … 3, no. 2 (2022): 48–54, https://doi.org/10.31960/konseling.v3i2.1510.] 

Rombongan 'nyelabar' terdiri lebih dari 5 orang dan wajib mengenakan pakaian adat (dodot). Rombongan tidak boleh langsung datang kekeluarga perempuan. Rombongan terlebih dahulu meminta izin pada Kliang atau tetua adat setempat, sekadar rasa penghormatan kepada kliang, datang pun ada aturan rombongan tidak diperkenankan masuk ke rumah pihak gadis. Mereka duduk bersila dihalaman depan, satu utusan dari rombongan itu yang nantinya sebagai juru bicara menyampaikan pemberitahuan.
B. Teori Asal Usul Suku Sasak
Asal mula suku Sasak masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan asal usul mereka, antara lain:[footnoteRef:104] [104:  I W Sutama, “Sinkretisme Tantra Dalam Agama Hindu Dan Budha,” Jayapangus Press Books, 2020, 115–33, http://book.penerbit.org/index.php/JPB/article/download/529/523.] 

1. Teori Jawa: Teori ini menyatakan bahwa suku Sasak berasal dari Jawa. Hal ini didasarkan pada kesamaan bahasa, budaya, dan tradisi antara suku Sasak dan suku Jawa.
2. Teori Bali: Teori ini menyatakan bahwa suku Sasak berasal dari Bali. Hal ini didasarkan pada kesamaan bahasa dan budaya antara suku Sasak dan suku Bali.
3. Teori Sumbawa: Teori ini menyatakan bahwa suku Sasak berasal dari Sumbawa. Hal ini didasarkan pada kesamaan bahasa dan budaya antara suku Sasak dan suku Sumbawa.
4. Teori Lokal: Teori ini menyatakan bahwa suku Sasak adalah penduduk asli Lombok. Hal ini didasarkan pada temuan arkeologi yang menunjukkan bahwa telah ada peradaban di Lombok sejak zaman prasejarah.
Bukti arkeologi menunjukkan bahwa telah ada peradaban di Lombok sejak zaman prasejarah. Sisa-sisa peradaban ini dapat ditemukan di berbagai tempat di Lombok, seperti situs megalitikum di Sembalun dan situs kerajaan Hindu di Lingsar. Belum ada bukti yang pasti tentang kapan suku Sasak pertama kali datang ke Lombok. Namun, diperkirakan bahwa mereka datang ke Lombok sekitar abad ke-8 atau ke-9 Masehi. Kedatangan mereka kemungkinan besar terjadi secara bertahap dalam beberapa gelombang.
Ada dua teori utama tentang bagaimana suku Sasak datang ke Lombok yaitu Teori Migrasi Darat, Teori ini menyatakan bahwa suku Sasak datang ke Lombok melalui jalur darat, kemungkinan besar dari Sumbawa atau Bali. Kemudian Teori Migrasi Laut, Teori ini menyatakan bahwa suku Sasak datang ke Lombok melalui jalur laut, kemungkinan besar dari Jawa atau Sulawesi.
Bukti sejarah tentang suku Sasak pertama kali ditemukan dalam prasasti Pujungan yang berasal dari abad ke-11 Masehi.[footnoteRef:105] Prasasti ini menyebutkan tentang sebuah kerajaan bernama "Sasak" yang terletak di Lombok. Suku Sasak di Lombok telah lama hidup berdampingan dengan berbagai budaya lain, sehingga budayanya pun dipengaruhi oleh berbagai unsur budaya lain.  [105:  I Wayan Wastawa, Identitas Tokoh Pan Balang Tamak Dalam Teks Dan Konteks Masyarakat Bali, Jayapangus Press Books, 2019.] 

Agama Hindu dan Buddha pernah menjadi agama mayoritas di Lombok sebelum Islam datang.[footnoteRef:106] Hal ini dapat dilihat dari beberapa situs peninggalan Hindu-Buddha di Lombok, seperti Pura Lingsar dan Candi Narmada. Pengaruh Hindu-Buddha masih dapat dilihat dalam beberapa tradisi dan ritual suku Sasak, seperti tradisi merariq (memandikan patung) dan tradisi Bau Nyale (menangkap cacing laut). Bahasa Sasak juga memiliki banyak kata pinjaman dari bahasa Sanskerta, yang merupakan bahasa suci agama Hindu. [106:  Aksara Kawanua and Jurnal Ilmiah Multidisiplin, “PENGEMBANGAN WAYANG SASAK PERSPEKTIF SEJARAH SENI Sunardy” 2, no. 2 (2023): 146–58.] 

Islam datang ke Lombok pada abad ke-16 dan menjadi agama mayoritas suku Sasak saat ini. Pengaruh Islam dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan suku Sasak, seperti adat istiadat, pakaian, dan arsitektur. Beberapa tradisi suku Sasak, seperti pernikahan dan kematian, telah disesuaikan dengan ajaran Islam.
Suku Sasak memiliki hubungan yang erat dengan suku Jawa, terutama dalam hal bahasa dan budaya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kata pinjaman bahasa Jawa dalam bahasa Sasak, serta kesamaan beberapa tradisi dan ritual antara kedua suku. Pengaruh Jawa juga terlihat dalam seni musik dan tari suku Sasak, seperti gamelan dan tari Sasak.[footnoteRef:107] [107:  Setiawan, “RELASI BAHASA SASAK DAN SAMAWA: STUDI DIAKRONIS PADA KEKERABATAN BAHASA SUATU SUKU BANGSA DI INDONESIA Irma.” h.45.] 

Suku Sasak juga memiliki hubungan yang erat dengan suku Bali, terutama dalam hal agama dan budaya. Hal ini dapat dilihat dari kesamaan beberapa tradisi dan ritual Hindu antara kedua suku. Pengaruh Bali juga terlihat dalam seni musik dan tari suku Sasak, seperti tari Peresean dan tari Legong. Selain pengaruh budaya-budaya besar yang disebutkan di atas, suku Sasak juga dipengaruhi oleh budaya-budaya lokal lainnya di Lombok, seperti suku Bima dan suku Sumbawa. Pengaruh budaya lokal ini dapat dilihat dalam beberapa tradisi dan ritual suku Sasak, seperti tradisi Bau Nyale dan tradisi Grebeg Bau Nyale.[footnoteRef:108] [108:  Dr. Abdullah Muzakar Abdul Azizurrahman Roni, MOSAIK BUDAYA SASAK. h.78.] 


C. [bookmark: _Hlk169802182]Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Budaya Suku Sasak
Sistem sosial dan struktur masyarakat suku Sasak merupakan bagian penting dari budaya mereka. Upaya pelestarian perlu dilakukan agar sistem sosial dan struktur masyarakat ini tetap lestari dan tidak tergerus oleh modernisasi, individualisme, dan globalisasi. Suku Sasak memiliki sistem kekerabatan yang kuat, di mana keluarga merupakan unit sosial yang paling penting. Keluarga Sasak biasanya terdiri dari beberapa generasi yang tinggal bersama dalam satu rumah.
Struktur keluarga besar sangat penting, dengan ikatan yang kuat antara anggota keluarga yang lebih luas. Keluarga inti sering tinggal bersama dalam satu rumah besar atau kompleks rumah yang disebut "bale".[footnoteRef:109] Masyarakat Sasak menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan diikuti dari pihak ayah. Laki-laki umumnya bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi utama seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan. Perempuan bertanggung jawab atas rumah tangga, pendidikan anak-anak, serta kegiatan ekonomi tambahan seperti kerajinan tangan dan membantu di ladang. [109:  Taufan Hidjaz, “Arsitektur Mesjid Sebagai Adaptasi Dan Orientasi Ruang,” Jurnal Arsitektur Zonasi 1, no. 1 (2018): 1–15.] 

Suku Sasak memiliki sistem stratifikasi sosial yang didasarkan pada keturunan, kekayaan, dan jabatan. Ada hierarki sosial dalam masyarakat suku sasak yaitu:[footnoteRef:110] [110:  Fatma et.al Amilia, “Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di NTB,” Sehemata 6, no. 2 (2017): 167–83.] 

1. Bangsa: Bangsa adalah golongan tertinggi dalam masyarakat Sasak, terdiri dari bangsawan dan keluarga kerajaan.
2. Jajar Karang: Ini adalah golongan menengah yang terdiri dari kaum pemuka agama, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang berpengaruh dalam komunitas.
3. Penjak: Golongan masyarakat umum yang mencakup petani, pedagang, dan pekerja.
Masyarakat Sasak tinggal di desa-desa yang disebut "desa adat" atau "desa tradisional". Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut "kepaladesa" atau "tumunggung". Ada beberapa kelompok sosial dalam masyarakat Sasak, seperti kelompok kekerabatan, kelompok agama, dan kelompok profesi. Suku Sasak juga memiliki beberapa organisasi sosial, seperti organisasi pemuda, organisasi wanita, dan organisasi keagamaan.
Setiap desa atau "kampung" memiliki pemimpin adat yang disebut "Kepala Desa" atau "Lurah". Ada juga "Pembekel" yang membantu dalam urusan administratif dan sosial. Keputusan-keputusan penting biasanya diambil melalui musyawarah atau pertemuan desa yang melibatkan para pemuka adat dan tokoh masyarakat.Adat istiadat dan tradisi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sasak. Upacara adat, seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian, dilakukan sesuai dengan tata cara yang diwariskan secara turun-temurun.
Sebagian besar masyarakat Sasak bergantung pada pertanian, dengan padi sebagai komoditas utama. Selain pertanian, banyak juga yang bekerja di sektor perikanan, kerajinan tangan, dan pariwisata. Pariwisata di Lombok, khususnya, telah menjadi sumber pendapatan yang signifikan, dengan banyak orang Sasak yang bekerja di hotel, restoran, dan sebagai pemandu wisata.
Seperti suku pada umumnya, Suku Sasak juga memiliki bahasa yang terus dipakai dan dilestarikan. Bahasa Suku Sasak memiliki kedekatan dengan dua bahasa, yaitu Jawa dan Bali. Sistem aksara dalam bahasa Suku Sasak sangat mirip dengan aksara Jawa yaitu Ha-Na-Ca-Ra-Ka.[footnoteRef:111] Namun dalam pelafalannya, Bahasa Suku Sasak justru lebih mirip dengan bahasa Bali. Bahasa Suku Sasak ini bisa digolongkan kedalam beberapa bahasa menurut wilayah penuturnya seperti Mriak-mriku (Lombok Selatan), Meno-Mene (Lombok Tengah), Ngeto-Ngete (Lombok Tenggara), dan Kuto-Kute (Lombok Utara). Bahasa Sasak adalah bahasa utama yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia juga digunakan, terutama dalam konteks pendidikan dan pemerintahan.  [111:  Andi Sofyan Anas et al., “Desain Scanner Untuk Digitalisasi Naskah Lontar Aksara Sasak Dengan Smart Phone Menggunakan Black Box Testing,” Jtim 2022 4, no. 3 (2022): 186–96, https://doi.org/10.35746/jtim.v4i3.260.] 

Sasak memiliki berbagai bentuk kesenian tradisional seperti musik, tari, dan kerajinan tangan.[footnoteRef:112] Alat musik tradisional seperti "gendang beleq" sering dimainkan dalam upacara dan festival. Tari tradisional, seperti "Tari Presean" dan "Tari Gandrung", mencerminkan cerita dan legenda lokal. Rumah tradisional Sasak, atau "bale", biasanya dibangun dengan bahan alami seperti bambu dan alang-alang. Desa Sade dan Desa Senaru adalah contoh desa tradisional Sasak yang masih mempertahankan arsitektur dan tata letak tradisional. [112:  Wiwik Nirmala Sari, Primus Gadu, and Mahsun, “Wisata Gastronomi: Mengenal Budaya Dan Sejarah Melalui Makanan Lokal ‘Sate Rembiga’ Di Mataram,” Open Journal Systems 17, no. 9 (2023): 2075–95.] 

Dari sejarahnya yang panjang, Suku Sasak bisa saja diidentifikasikan sebagai budaya yang banyak mendapat pengaruh dari Jawa dan Bali. Pun sejarah mencatatnya demikian, kenyataannya kebudayaan Suku Sasak memiliki corak dan ciri budaya yang khas, asli dan sangat mapan hingga berbeda dengan budaya suku-suku lainnya di Nusantara. Kini, Suku Sasak bahkan dikenal bukan hanya sebagai kelompok masyarakat tapi juga merupakan entitas budaya yang melambangkan kekayaan tradisi Bangsa Indonesia di mata dunia. Berikut beberapa seni dan tradisi Suku Sasak yang lestari hingga sekarang:
1. Bau Nyale
Nyale adalah sejenis binatang laut, termasuk jenis cacing (anelida) yang berkembang biak dengan bertelur. Dalam alam kepercaan Suku Sasak, Nyalebukan sekedar binatang, beberapa legenda dari Suku ini yang menceritakan tentang putri yang menjelma menjadi Nyale. Ini menjadi salah satu tradisi suku Sasak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lainnya menyatakan bahwa Nyale adalah binatang anugerah, bahkan keberadaannya dihubungkan dengan kesuburan dan keselamatan. Ritual Bau Nyale atau menangkap nyale digelar setahun sekali.[footnoteRef:113] Biasanya pada tanggal 19 atau 20 pada bulan ke-10 atau ke-11 menurut perhitungan tahun suku Sasak, kurang lebih berkisar antara bulan Februari atau Maret. [113:  Amilia, “Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di NTB.”] 

2. Rebo Bontong
Rebo Bontong juga menjadi salah satu tradisi yang masih ada hingga sekarang. Suku Sasak percaya bahwa hari Rebo Bontong merupakan hari puncak terjadi bencana dan atau penyakit (Bala) sehingga bagi mereka sesuatu yang tabu jika memulai pekerjaan tepat pada hari Rebo Bontong.[footnoteRef:114] Kata Rebo dan juga Bontong kurang lebih artinya “putus” atau “pemutus”. Upacara Rebo Bontong dimaksudkan untuk dapat menghindari bencana atau penyakit. Upacara ini digelar setahun sekali yaitu pada hari Rabu di minggu terakhir bulan Safar dalam kalender Hijriah. [114:  Diah Supatmiwati et al., “A Language and Social Context in the Symbols of the Ritual Rebo Buntung,” KULTURISTIK: Jurnal Bahasa Dan Budaya 7, no. 2 (2023): 37–42, https://doi.org/10.22225/kulturistik.7.2.7427.] 

3. Bebubus Batu
Dari kata “bubus”, yaitu sejenis ramuan obat berbahan dasar beras yang dicampur berbagai jenis tanaman, dan dari kata batu yang merujuk kepada batu tempat melaksanakan upacara. Bebubus Batu adalah upacara yang digelar untuk meminta berkah kepada sang Kuasa. Upacara ini dilaksanakan tiap tahun, dipimpin oleh Penghulu (pemangku adat) dan Kiai (ahli agama). Masyarakat ramai-ramai mengenakan pakaian adat serta membawa dulang, sesajen dari hasil bumi.
4. Sabuk Beleq
Sabuk Beleq adalah tradisi suku sasak yang sangat kental dengan pengaruh Islam.[footnoteRef:115] Merujuk kepada sebuah pustaka sabuk yang besar (Beleq) bahkan panjangnya mencapai 25 meter, masyarakat Lombok khususnya mereka yang berada di wilayah Lenek Daya akan menggelar upacara pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Tradisi pengeluaran Sabuk Bleeq ini mereka awali dengan mengusung Sabuk Beleqmengelilingi kampung diiringi dengan tetabuhan gendang beleq. Ritual upacara kemudian dilanjutkan dengan menggelar praja mulud hingga diakhiri dengan memberi makan berbagai jenis makhluk. Upacara ini dilakukan untuk mempererat ikatan persaudaraan, persatuan dan gotong royong antar masyarakat, serta cinta kasih di antara makhluk Tuhan. [115:  M. Ekaningtias and S Nunung, “JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala,” JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala 4, no. 5 (2019): 276–80, http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index.] 

5. Lomba Memaos
Selain itu, Tradisi suku Sasak yang lainnya adalah Lomba Memaos. Memaos kurang lebih artinya membaca dan orang yang membaca di sebut pepaos. Lomba memaos adalah lomba untuk membaca lontar yang menceritakan hikayat dari leluhur mereka. Tujuan lomba pembacaan cerita ini adalah agar generasi selanjutnya dapat mengetahui kebudayaan dan sejarah masa lalu. Selain itu, Lomba ini juga dapat berfungsi sebagai regenerasi nilai-nilai sosia, budaya, dan tradisi pada generasi penerus.[footnoteRef:116] Satu kelompok pepaos biasanya terdiri dari 3-4 orang; pembaca, pejangga, dan pendukung vokal. [116:  Ekaningtias and Nunung.] 

6. Tandang Mendet
Kemudian, tradisi suku Sasak yang berikutnya adalah Tandang Mendet. Tandang Mendet merupakan tarian perang Suku Sasak. Konon Tarian ini telah ada sejak zaman Kerajaan Selaparang. Tarian yang menggambarkan keperkasaan dan perjuangan ini dimainkan oleh belasan orang dengan berpakaian dan membawa alat-alat keprajuritan lenggap; kelewang (pedang), tameng, tombak.[footnoteRef:117] Tarian diiringi dengan hentakan gendang beleq serta pembacaan syair-syair perjuangan. [117:  Lalu Ratmaja and Anas Pattaray, “Sembalun Kecamatan Sembalun Lombok Timur Innovation In Making Cultural Tourism Packages In Sembalun Village Sembalun Sub-District East,” 2024, 818–25, https://doi.org/10.62567/micjo.v1i2.] 

7. Peresean
Kadang ada yang menulisnya Periseian dan atau Presean adalah seni bela diri yang dulu digunakan oleh lingkungan kerajaan. Peresean awalnya adalah latihan pedang dan perisai bagi seorang prajurit. Pada perkembangannya, latihan ini menjadi pertunjukan rakyat untuk menguji ketangkasan dan “keberanian”. Senjata yang digunakan adalah sebilah rotan yang dilapisi pecahan kaca. Dan untuk menangkis serangan, pepadu (pemain) biasanya membawa sebuah perisai (ende) yan terbuat dari kayu berlapis kulit lembu atau kerbau.[footnoteRef:118] Setiap pepadu memakai ikat kepala dan mengenakan kain panjang. Festival peresean diadakan setiap tahun terutama di Kabupaten Lombok Timur yang akan diikuti oleh pepadu dari seluruh Pulau Lombok. [118:  Bahasa Pamona Indonesia and S M P Kristen Tentena, “Kamus” 1 (n.d.): 1–353.] 


8. Begasingan
Permainan rakyat yang mempunyai unsur seni dan olahraga, bahkan termasuk permainan tradisional yang tergolong tua di masyarakat Sasak. Permainan tradisional ini juga dikenal di beberapa wilayah lain di Indonesia. Hanya saja, Gasing orang sasak ini berbeda baik bentuk maupun aturan permainannya. Gasing besar, mereka namai pemantok, digunakan untuk menghantam gasing pengorong atau pelepas yang ukurannya lebih kecil. Begasingan berasal dari kata gang yang artinya “lokasi”, dan dari kata sing artinya “suara”.[footnoteRef:119] Permainan tradisional ini tak mengenal umur dan tempat, bisa siapa saja, bisa di mana saja. [119:  Zaini Miftach, “Branding Produk Umkm Berbasis Digital Dan Konten Kreatif Desa Lendang Ara” 3, no. 3 (2018): 53–54.] 

9. Slober
Alat musik tradisional Lombok yang cukup tua, unik, dan bersahaja. Slober dibuat dari pelepah enau dan ketika dimainkan alat musik ini biasanya didukung dengan alat musik lainnya seperti gendang, gambus, seruling, dll. Kesenian yang masih dapat anda saksikan hingga saat ini, sangat asyik jika dimainkan ketika malam bulan purnama.
10. Gendang Beleq
Satu dari kesenian Lombok yang mendunia. Gendang Beleq merupakan pertunjukan dengan alat perkusi gendang berukuran besar (Beleq) sebagai ensembel utamanya.[footnoteRef:120] Komposisi musiknya dapat dimainkan dengan posisi duduk, berdiri, dan berjalan untuk mengarak iring-iringan. Ada dua jenis gendang beleq yang berfungsi sebagai pembawa dinamika yaitu gendang laki-laki atau gendang mama dan gendang nina atau gendang perempuan). Sebagai pembawa melodi adalah gendang kodeq atau gendang kecil. Sedangkan sebagai alat ritmis adalah dua buah reog, 6-8 buah perembak kodeq, sebuah petuk, sebuah gong besar, sebuah gong penyentak, sebuah gong oncer, dan dua buah lelontek. Menurut cerita, gendang beleq dahulu dimainkan bila ada pesta-pesta yang diselenggarakan oleh pihak kerajaan. Bila terjadi perang gendang ini berfungsi sebagai penyemangat prajurit yang ikut berperang. [120:  Amilia, “Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di NTB.”] 




















BAB IV
PEMBAHASAN

A. Sistem Tanggungjawab Dan Hak Anggota Keluarga Dalam Sistem Kewarisan Suku Sasak Di Desa Sade Lombok
Berbicara tentang sistem tanggung jawab dan anggota keluarga dalam sistem kewarisan suku sasak di desa sade, Lombok tengah maka kita akan memulai dari corak sistem kekerabatan yang dianut masyarakat suku sasak di desa sade tersebut. Sisptem kekerabatan yang dianut adalah sistem patrilineal yang terlihat dari diutamakannya garis keturunan laki-laki. Garis keturunan dihitung dari ayah ke anak laki-laki. Seseorang dianggap sebagai anggota keluarga dari marga ayahnya. Marga diwariskan dari ayah kepada anak laki-laki.
Anak laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang lebih besar dalam keluarga. Anak laki-laki berhak atas sebagian besar harta warisan, terutama tanah pusaka. Namin mereka harus bertanggung jawab sebagai kepala keluarga walaupun setelah menikah. Kewajiban untuk melindungi dan menafkahi keluarga juga sekaligus membuat mereka menjadi pemimpin adat dalam keluarga. Sedangkan anak perempuan hanya bersifat membantu dalam urusan mencari nafkah. Anak perempuan memiliki hak atas harta bawaan ibu dan harta pribadi. Ia diwajibkan membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga. Selain itu anak perempuan juga hanya ditugaskan mempersiapkan diri untuk menikah dan membangun keluarga. Maka dari itu anak perempuan sangatlah harus menjaga kehormatan keluarga.
Keluarga besar (keluarga inti dan keluarga luas) memainkan peran penting dalam kehidupan Suku Sasak Sade. Keputusan penting dalam keluarga biasanya diambil secara musyawarah oleh para tetua adat, terutama laki-laki. Ada rasa solidaritas dan saling membantu yang kuat antar anggota keluarga. Maka dari itu pernikahan pernikahan endogami (menikah dalam satu marga) umumnya tidak diperbolehkan. Pernikahan eksogami (menikah dengan orang dari marga lain) dianjurkan. Tujuannya untuk menghindari perkawinan sedarah dan memperluas hubungan kekerabatan.
Di Desa Sade, Lombok Tengah, sistem kewarisan Suku Sasak memang memiliki beberapa keunikan, termasuk dalam hal harta peninggalan yang boleh dimiliki perempuan. Harta bawaan ibu berupa perhiasan emas, uang dan benda pusaka keluarga seperti kain tenun. Kemudian ada yang disebut pemberian suami dalam hal ini contohnya emas, baju atau kain tenun dan peralatan rumah tangga. Perempuan juga memiliki harta pribadi yang didapatkan dari hasil berdagangm upah bekerja dan warisan dari orang lain selain orang tua. Dalam beberapa kasus, perempuan di Desa Sade juga dapat mendapatkan warisan tertentu dari orang tua atau keluarga, seperti rumah tinggal (terbatas pada rumah bagian dalam/luar khusus perempuan), peralatan tenun dan ternak (kambing, sapi). Jenis dan jumlah harta peninggalan yang boleh dimiliki perempuan dapat berbeda-beda di setiap keluarga, tergantung pada kesepakatan adat dan kondisi keluarga. Adat istiadat dan tradisi lisan di Desa Sade masih dipegang teguh terkait pewarisan dan kepemilikan harta.
Syarat menjadi ahli waris dalam Suku Sasak berbeda-beda di setiap daerah, namun secara umum ada beberapa ketentuan yang berlaku, termasuk di Desa Sade. Ahli waris utama umumnya adalah anak laki-laki. Anak perempuan tidak selalu mendapatkan warisan, namun ada beberapa pengecualian. Anak yang sah dari pernikahan yang diakui adat dan agama berhak menjadi ahli waris. Anak luar nikah biasanya tidak berhak menjadi ahli waris, namun ada beberapa pengecualian. Ahli waris harus hidup saat pewaris meninggal dunia. Keturunan dari ahli waris yang telah meninggal dapat menggantikan posisinya.  Artinya berlaku sistem kewarisan dengan ahli waris pengganti.
Ahli waris harus melaksanakan kewajiban adat dan agama, seperti melaksanakan upacara kematian, merawat dan melestarikan harta warisan serta menjaga hubungan baik dengan keluarga besar. Pembagian warisan biasanya dilakukan melalui musyawarah antar ahli waris dan pemuka adat. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan adat istiadat.
Di Desa Sade, Lombok Tengah, tidak ada waktu yang pasti untuk pembagian warisan. Pembagian warisan biasanya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, dan waktunya bisa berbeda-beda. Pembagian warisan biasanya tidak dilakukan secara langsung setelah kematian pewaris. Ada masa berkabung selama beberapa hari atau minggu, di mana keluarga fokus pada ritual kematian dan doa. Setelah masa berkabung, keluarga mulai mempersiapkan musyawarah untuk membahas pembagian warisan. Musyawarah biasanya dihadiri oleh ahli waris, pemuka adat, dan tetua desa.
Pembagian warisan tidak boleh dilakukan secara sepihak. Harus ada kesepakatan bersama antar ahli waris dan pemuka adat. Kesepakatan ini berdasarkan adat istiadat yang berlaku di Desa Sade. Semakin kompleks harta warisan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk pembagiannya. Hal ini karena perlu dilakukan pendataan, penilaian, dan pembagian harta secara adil kepada semua ahli waris. Keadaan keluarga juga dapat memengaruhi waktu pembagian warisan. Misalnya, jika ada ahli waris yang masih di bawah umur, pembagian warisan mungkin ditunda sampai mereka dewasa. Pembagian warisan di Desa Sade merupakan proses yang sakral dan penuh makna. Proses ini harus dilakukan dengan penuh hormat dan kebersamaan antar anggota keluarga.
Dalam hal kewarisan terdapat perbedaan suku sasak yang di desa sade dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut terlihat pada tabel dibawah ini:
	No
	Daerah Lain
	Desa Sade

	1
	Anak laki-laki tertua tidak selalu menjadi ahli waris utama. Bisa jadi dibagikan secara merata kepada semua anak laki-laki, atau dengan pertimbangan lain seperti kemampuan dan tanggung jawab.
	Anak laki-laki tertua umumnya menjadi ahli waris utama.

	2
	Harta bawaan ibu dapat dibagikan kepada anak perempuan sebelum mereka menikah.
	Harta bawaan ibu hanya diberikan kepada anak perempuan saat mereka menikah.

	3
	Pembagian warisan dapat dilakukan dengan cara lain, seperti menurut hukum adat atau hukum negara.
	Pembagian warisan biasanya dilakukan secara musyawarah antar ahli waris dan pemuka adat.

	4
	Di beberapa daerah, perempuan juga dapat berhak atas tanah pusaka, tergantung pada adat istiadat setempat.
	Perempuan tidak berhak atas tanah pusaka.

	5
	Ada daerah seperti desa semaya perempuan tidak berhak atas tanah warisan orang tuanya.
	Di Dusun Sade, Lombok Tengah, perempuan berhak atas perhiasan, perabotan rumah tangga, baju, dan kain tenun dari harta warisan orang tuanya.



Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan ada beberapa hal. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda terkait pewarisan walaupun dengan etnis atau suku yang sama yaitu suku sasak. Hal itu juga terlihat dari sejarah dan asal-usul Suku Sasak di setiap daerahnya yang sangat mempengaruhi perbedaan tersebut. Terlebih lagi adaya pengaruh dari budaya luar, seperti agama dan hukum negara, dapat memengaruhi sistem pewarisan. Sistem kewarisan Suku Sasak bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Adat istiadat dan tradisi lisan terkait pewarisan perlu dilestarikan dan dihormati. Dalam beberapa kasus, hukum negara dapat berbenturan dengan adat istiadat terkait pewarisan.
B. Kedinamisan Hukum Islam Dalam Warisan Suku Sasak  Serta Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Waris Di Indonesia
Ada beberapa faktor yang menyebabkan sistem tanggung jawab dan hak anggota keluarga dalam sistem kewarisan Suku Sasak di Desa Sade bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Faktor pertama adalah budaya luar. Kontak dengan budaya luar, seperti budaya Islam dan budaya Indonesia, dapat membawa pengaruh pada adat istiadat dan sistem kewarisan. Hal ini dapat memicu perubahan dalam pembagian tanggung jawab dan hak anggota keluarga. Faktor kedua adalah perubahan kondisi sosial, seperti peningkatan pendidikan dan partisipasi perempuan dalam masyarakat. Perempuan mungkin mulai menuntut hak yang lebih besar atas harta warisan dan peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan keluarga. Faktor ketiga yaitu interpretasi adat istiadat dan tradisi lisan tentang sistem kewarisan dapat berubah seiring waktu. Tokoh adat dan agama memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan adat istiadat, dan interpretasi mereka dapat berubah seiring waktu.
Penegakan hukum negara juga dapat memengaruhi sistem kewarisan. Undang-undang tentang perkawinan, perceraian, dan warisan dapat membatasi atau memperluas hak dan kewajiban anggota keluarga. Ditambah lagi kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender dapat mendorong perubahan dalam sistem kewarisan. Masyarakat mulai mempertanyakan tradisi yang dianggap tidak adil atau diskriminatif. Contoh perubahannya Dahulu, anak perempuan di Desa Sade tidak berhak atas tanah pusaka. Namun, seiring waktu, tradisi ini mulai berubah dan beberapa anak perempuan mulai mendapatkan hak atas sebagian tanah pusaka. Proses perubahan dalam sistem kewarisan Suku Sasak di Desa Sade berlangsung secara bertahap dan tidak selalu mudah. Ada perdebatan dan perbedaan pendapat tentang bagaimana sistem kewarisan harus diubah. Adat istiadat dan tradisi lisan masih dipegang teguh dan dihormati, namun tidak berarti tidak dapat diubah.
Hukum Islam dalam warisan Suku Sasak menunjukkan dinamika yang menarik dan kompleks. Di satu sisi, hukum Islam menjadi landasan utama dalam mengatur pewarisan, namun di sisi lain, terdapat adaptasi dan akomodasi dengan adat istiadat setempat. Suku Sasak umumnya mengikuti prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam warisan, seperti pembagian harta warisan berdasarkan faraid dan adanya hak waris bagi janda, anak perempuan, dan kerabat lainnya. Namun, terdapat pula adaptasi dengan adat istiadat setempat, seperti sistem patrilineal yang memberikan porsi lebih besar kepada anak laki-laki. Hal ini terlihat dalam pembagian tanah pusaka yang diutamakan untuk anak laki-laki.
Tokoh adat dan agama memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam warisan, dengan mempertimbangkan konteks budaya dan sosial Suku Sasak. Dinamika hukum Islam dalam warisan Suku Sasak terus berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, migrasi, dan interaksi dengan budaya lain. Dinamika hukum Islam dalam warisan Suku Sasak menunjukkan kompleksitas dan keragaman dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Pembaruan hukum waris di Indonesia perlu mempertimbangkan keragaman ini dan tidak hanya berfokus pada satu interpretasi tunggal. Dialog dan partisipasi masyarakat adat, termasuk Suku Sasak, sangat penting dalam proses pembaruan hukum waris. Pembaruan hukum waris harus menyeimbangkan nilai-nilai keadilan Islam, penghormatan terhadap adat istiadat, dan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Diperlukan penelitian dan edukasi yang lebih mendalam tentang hukum Islam dalam warisan Suku Sasak untuk mendukung pembaruan hukum waris yang inklusif dan kontekstual.
Secara umum, sistem kewarisan Suku Sasak di Desa Sade sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam warisan. Hal ini terlihat dari penerapan faraid, di mana harta warisan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan garis keturunan dan tingkat kekerabatan. Pengakuan hak waris bagi janda, anak perempuan, dan kerabat lainnya juga sesuai dengan hukum Islam. Namun, terdapat pula adaptasi dengan adat istiadat setempat, seperti sistem patrilineal yang memberikan porsi lebih besar kepada anak laki-laki. Hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, yang menetapkan pembagian harta warisan berdasarkan faraid, tanpa membedakan jenis kelamin.
Ada perbedaan interpretasi dalam memahami dan menerapkan hukum Islam warisan dalam konteks Suku Sasak. Tokoh adat dan agama memainkan peran penting dalam menafsirkan hukum Islam warisan, dan interpretasi mereka dapat berbeda-beda. Pandangan hukum Islam terhadap sistem kewarisan Suku Sasak di Desa Sade terus berkembang seiring waktu. Faktor-faktor seperti pendidikan, migrasi, dan interaksi dengan budaya lain dapat memengaruhi interpretasi dan penerapan hukum Islam warisan. Ada tantangan dalam menyeimbangkan antara prinsip-prinsip hukum Islam warisan dan adat istiadat Suku Sasak. Diperlukan dialog dan partisipasi masyarakat Suku Sasak dalam memahami dan menerapkan hukum Islam warisan secara adil dan kontekstual.
Sistem kewarisan Suku Sasak di Desa Sade menunjukkan kompleksitas dalam penerapan hukum Islam warisan. Di satu sisi, terdapat kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar, namun di sisi lain, terdapat adaptasi dan perbedaan interpretasi. Diperlukan pemahaman yang mendalam, dialog, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai keseimbangan antara hukum Islam, adat istiadat, dan keadilan bagi semua ahli waris.












BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sistem kewarisan di Desa Sade sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan tradisi suku Sasak yang kental. Sistem kerabatan yang dianut adalah patrilineal. Meskipun ada prinsip-prinsip umum yang mengatur tanggungjawab dan hak anggota keluarga, implementasinya bisa bervariasi tergantung pada konteks kasus individu dan interpretasi lokal terhadap adat. Karena perempuanpun mendapatkan warisan barang tertentu walaupun ahli waris utama adalah laki-laki.
Kedinamisan hukum Islam dalam warisan Suku Sasak memberikan wawasan penting tentang kompleksitas penerapan hukum Islam di Indonesia. Sistem kewarisan Suku Sasak di Desa Sade menunjukkan kompleksitas dalam penerapan hukum Islam warisan. Di satu sisi, terdapat kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar, namun di sisi lain, terdapat adaptasi dan perbedaan interpretasi. Pembaruan hukum waris perlu mempertimbangkan keragaman ini dan melibatkan partisipasi masyarakat adat untuk mencapai keseimbangan antara hukum Islam, adat istiadat, dan keadilan bagi semua ahli waris.
B. Saran 
Berdasarkan penelitian ini maka kami menyarankan perlunya evaluasi bagaimana sistem hukum waris di Indonesia, yang didasarkan pada hukum sipil dan Islam, dapat mengakomodasi atau mengintegrasikan prinsip-prinsip kedinamisan dari hukum waris suku Sasak. Sarankan potensi perbaikan atau penyesuaian kebijakan hukum waris di Indonesia untuk lebih menghargai dan mengakomodasi keanekaragaman budaya dan agama. Terlebih lagi perlunya solusi konkret untuk mengatasi konflik dan meningkatkan keadilan dalam pembagian warisan di antara masyarakat Sasak, dengan mempertimbangkan pendekatan yang memadukan prinsip-prinsip adat, Islam, dan nilai-nilai keadilan sosial.
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